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ABSTRAK 
Nama Penyusun  : Aqmal 
NIM  : 10100108002 
Judul Skripsi             : Fasakh Nikah Menurut Imam asy-Syafi’i Relevansinya   
Dengan  Kompilasi Hukum Islam 
 
 
Skripsi ini membahas tentang “Fasakh Nikah Menurut Imam asy-Syafi’i 
Relevansinya Dengan  Kompilasi Hukum Islam”. Pokok permasalahannya adalah 
bagaimana pandangan Imam asy-Syafi’i tentang fasakh dalam perkawinan, 
bagaimana konsep fasakh nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana 
relevansi antara pandangan Imam asy-Syafi’i tersebut dengan Kompilasi Hukum 
Islam. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah library 
research yaitu penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari 
literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum Islam, karya tulis para 
ahli, kamus dan lain-lain, serta relevan dengan masalah yang diteliti. 
Adapun analisa penulis untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana 
pandangan Imam asy-Syafi’i tentang fasakh dalam perkawinan, sesuai dengan hasil 
penelitian Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa fasakh adalah batalnya suatu 
pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, 
atau dugaan tidak terpenuhinya syarat sesuai yang termaktub dalam kitab Al-Fiqhu 
asy-Syafi’i Al-Muyassar karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam qaul qadim Imam 
asy-Syafi’i berpendapat bahwa fasakh adalah khulu’ yaitu perpisahan antara suami 
dan istri dengan adanya iwadh (kompensasi), umumnya bertujuan untuk 
menghilangkan kerugian di pihak wanita. Hasil penelitian penulis selanjutnya adalah 
mengenai fasakh dalam konsep KHI. Di dalam KHI sebenarnya tidak disebutkan 
sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI 
ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan 
perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan pada BAB XI pasal 70 KHI, 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah 
batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi 
setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh 
hukum Negara Indonesia. Sedangkan relevansi antara fasakh menurut Imam asy-
Syafi’i tersebut dengan fasakh nikah dalam konsep KHI, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa fasakh dari berbagai penjelasan diatas dapat diartikan batal 
atau putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. Batalnya pernikahan 
tersebut dapat disebabkan oleh salah satu dari keduanya, dari suami maupun istri 
dikarenakan adanya aib, tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan yang 
dikhawatirkan menimbulkan mudharat dikemudian hari. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Nikah atau perkawinan adalah aqad (ijab/qabul) antara laki-laki dan 
perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumahtangga sebagai suami istri yang 
sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara’.1 
Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang 
Perkawinan No 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 
Dari pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 diatas, jelas 
bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia, inilah 
cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hanya 
saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering 
                                                          
1 Dja’far Amir, Fiqih Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam, (Solo: Ab Sitti 
Syamsiyah, 1983), h. 7. 
2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
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pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata 
kekecewaan yang datang.3 
Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan 
masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan 
oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam 
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 
Islam".4 
Pernikahan merupakan suatu tujuan awal untuk membangun rumah tangga. 
Setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu 
tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah 
tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama. 
Setiap suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu 
sama lain, agar tidak terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Perkara hak dan 
kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga. 
Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau 
keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan, yang didalam 
kitab fiqih disebut dengan khiyar al-fasakh, yang diuraikan sebagai berikut: 
                                                          
3Mahmud Hasan, “Fasakh Suatu Perkawinan karena Murtad”, Blog Mahmud Hasan,   
http://idtesis.com/fasakh-suatu-perkawinan-karena-murtad-studi-putusan-pengadilan-agama-salatiga-
no-438pdt-g2003pa-sal-dan-no-138pdt-g2006pa-sal/, (2 Juli 2012). 
4 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) h. 13. 
3 
Beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh: 
a. Syiqaq, Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran 
antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, ketentuan ini terdapat pada 
Q.S. An-Nisa’ ayat 35: 
◆  ⬧⬧ 
◆⧫ ❑➔➔⬧ 
☺⬧   ☺⬧◆ 
    
⬧◼ ◆❑  
☺⬧⧫    ⧫ 
☺⧫    
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal5. 
 
b. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, dalam 
pembelanjaan untuk kehidupan sehari-hari. Ada istri yang tidak pengertian 
dan tidak tabah menghadapinya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran.  
c. Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istrinya 
secara normal, suami itu impoten. Dalam hal ini istri tidak senang dengan 
keadaan suaminya seperti itu. 
d. Fasakh karena suami ghoib,  Suami ghoib disini adalah suami meninggalkan 
tempat kediamannya tanpa diketahui kemana perginya dalam waktu yang 
                                                          
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Edisi tahun 2002 (Jakarta: CV Darus 
Sunnah), h. 123. 
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lama. Ghoibnya suami disini yaitu menyulitkan istri yang di tinggalkan, 
karena suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang 
ditinggalkan. Istri disini mendapatkan mudorot, dalam hadits nabi yang 
mengatakan “tidak boleh ada kemudorotan dan tidak pula mendatangkan 
kemudorotan kepada orang lain” dalam hal ini istri diperbolehkan mengajukan 
fasakh pada pengadilan Agama. 
Masalah tersebut di atas merupakan sebagian kewajiban suami lahir dan 
bathin yang tidak sanggup diberikan kepada istrinya. Peristiwa-peristiwa ini 
menimbulkan pengaduan-pengaduan istri kepada pengadilan agama untuk 
menyelesaikan perkaranya. Tegasnya tidak jarang pula yang meminta supaya 
perkawinannya diputuskan lewat jalan fasakh. Fasakh merupakan salah satu macam 
perceraian yang dibolehkan dalam syariat Islam, tetapi apakah boleh atau tidak 
menurut hukum Islam hakim memutuskan perkawinannya yang disebabkan alasan 
seperti diatas tadi dengan jalan fasakh? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat asy-Syafi’i dan ketentuan 
KHI serta relevansinya dengan KHI mengenai permasalahan fasakh nikah, dan untuk 
mengetahui dasar hukum yang membolehkan fasakh nikah karena cacat dan yang 
tidak membolehkan fasakh nikah karena cacat., disamping itu pula untuk mengetahui 
jalan istinbat hukum yang di tempuh dalam permasalahan fasakh nikah karena cacat. 
Mengenai masalah fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. 
Imam asy-Syafi’i sendiri berkata ”harus menunggu selama tiga hari”. Sedang Imam 
Maliki mengatakan, ”harus menunggu selama satu bulan”. Dan Imam Hambali 
5 
mengatakan, ”harus menunggu selama satu tahun”. Semua itu maksudnya adalah 
selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau 
memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi kalau si istri mau menunggu, dan ia rela 
dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu difasakhkan sebab nafkah itu 
adalah haknya. 
Suatu hal yang lazim ditemui para Imam madzhab berbeda pendapat dalam 
menetapkan suatu perkara, dalam hal ini penulis mengambil seorang mujtahid 
terkemuka, yaitu Imam asy-Syafi’i dengan mengambil fokus permasalahan pada 
fasakh nikah. Pada sisi lain Imam asy-Syafi’i membolehkan fasakh nikah untuk 
dikhiyar seperti halnya qiyas pada jual beli, maka bisa difasakh. 
Penelitian ini  merujuk pada pemikiran, bahwa sumber utama hukum Islam 
itu al Qur’an dan Al Sunnah, yang menjawab semua pertanyaan ummat dengan 
berbagai kondisi dan masalah yang dihadapi oleh umat. Akan tetapi interpretasi 
ummat yang berlatar belakang berbeda, dalam menafsirkan sumber tersebut untuk 
menjadi hukum yang dapat menunjukan dengan tegas kebolehan dan tidaknya suatu 
hukum, yang berpangkal pada jalan atau jalur istinbat hukum yang ditempuh oleh 
masing-masing mujtahid. 
Mengenai peraturan yang berlaku dan mengatur masalah Fasakh Perkawinan 
di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu diatur dalam pasal 
70 hingga pasal 76 yang selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut pada 
pembahasan selanjutnya. 
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B. Rumusan Masalah 
Yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah: 
Bagaimana pandangan Imam asy-Syafi’i tentang fasakh dalam perkawinan jika 
dihubungkan dengan muatan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Dari masalah pokok 
ini, selanjutnya dikembangkan menjadi dua sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana pandangan Imam asy-Syafi’i tentang fasakh dalam perkawinan? 
2. Bagaimana konsep fasakh nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)? 
3. Bagaimana relevansi antara pandangan Imam asy-Syafi’i tersebut dengan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI)? 
C.  Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk lebih memperjelas pembahasan skripsi ini, penulis merasa perlu 
memberikan penjelasan tentang beberapa kata atau klausa yang ada dalam judul 
skripsi ini. 
Fasakh                 menurut etimologi berasal dari kata                 berarti rusak 
dan                   berarti pembatalan persetujuan. Fasakh adalah pemutusan ikatan 
perkawinan atas inisiatif istri karena suatu kesalahan/kelalaian pihak suami. Fasakh 
berarti mencabut, memutus, mengahapus. Sedangkan menurut terminologi, fasakh 
ialah membatalkan ikatan perkawinan melalui kuasa kadi dengan sebab-sebab 
tertentu tanpa ucapan talak. Kedua pasangan suami isteri tidak sanggup lagi untuk 
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meneruskan perkawinan, dan sekiranya diteruskan juga akan menyebabkan 
keruntuhan rumah tangga.6 
Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, 
dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri  sering 
dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti aqad nikah7. 
Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau yang akrab dipanggil 
dengan Imam asy-Syafi’i, adalah seorang mufti besar Sunni dan juga 
pendiri madzhab Syafi'iyah. Imam asy-Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, 
ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara 
dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam asy-
Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. 
Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam 
Hanafi di sana. Imam asy-Syafi`i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab 
Syafi'iyah. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Salah satu 
karangannya adalah al-Risalah, buku pertama tentang ushul fiqih dan kitab al- Umm 
yang berisi mazhab fiqihnya yang baru. Imam asy-Syafi’i adalah seorang mujtahid 
mutlak, imam fiqih, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqih ahli Irak dan fiqih 
ahli Hijaz.8 Dalam pembahasan skripsi ini, yang akan dikaji adalah pemikiran Imam 
                                                          
6M. Mujib Ismail, “Fasakh,” http://moejieb.blogspot.com/2008/12/fasakh.html (2 Juli 2012).  
7 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta:Kencana, 2008), h.7. 
8Wikipedia Indonesia, Imam asy-Syafi’i, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-
Syafi'i, diunduh pada tanggal 2 Juli 2012. 
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al-Syafi’i tentang fasakh dalam perkawinan, sebagaimana yang termuat dalam 
kitabnya al-Umm.  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum materil yang berlaku pada 
badan Peradilan Agama. Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial 
dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan 
Sunnah Rasulullah saw, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping 
itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global 
serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa 
Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan 
hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi 
dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI 
merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan 
perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. 
Untuk mendeskripsikan Dinamika Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Hukum 
Negara Modern serta penerapannya di Indonesia memerlukan kajian dalam perspektif 
Etika dan Pemerintahan. Yaitu dilihat dari 3 aspek: (1) Aspek Regulasi, (2) Aspek 
Institusi (organisasi), dan (3) Aspek Penegakan Hukum (Law enforcement).9 Yang 
                                                          
9Pamela Maher Wijaya, “Dinamika Kompilasi Hukum Islam”, official website of Pamela 
Maher Wijaya. http://agendapamel. wordpress.com/Islamic studies/dinamika kompilasi hukum Islam 
dalam bingkai hukum negara modern kajian penerapan hukum Islam di indonesia dalam-perspektif 
etika politik dan pemerintahan/. (3 Juli 2012).  
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akan disorot dalam kajian skripsi ini adalah pasal-pasal KHI menyangkut fasakh, 
yang menjadi salah satu hukum materil di Peradilan Agama. 
Mengacu pada uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa fokus kajian 
skripsi ini adalah pandangan Imam al-Syafi’i tentang fasakh dalam perkawinan, yang 
selanjutnya dihubungkan dengan pasal-pasal KHI yang menyangkut fasakh, sesuai 
yang diberlakukan di Peradilan Agama. 
D. Tinjauan Pustaka 
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur 
yang ada kaitannya dengan judul dan permasalahan skripsi ini. Adapun literatur-
literatur yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini, 
diantaranya: 
1. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A. dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. dalam 
bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan 
tentang perkembangan Hukum Islam dari Fikih salah satunya mengenai 
fasakh, penulis menyebutkan bahwasanya didalam fiqih sebenarnya dikenal 
dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan 
nikah al-batil namun hukum nikah keduanya sama sama tidak sah. dalam 
terminologi undang undang perkawinan nikah alfasid dan nikah al-batil dapat 
dapat digunakan untuk pembatalan perkawinan (fasakh) 
2. Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul : Hukum Perkawinan Islam. 
menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan 
pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang 
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telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya 
dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan 
dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.10 
3. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. dalam bukunya yang berjudul : Fiqih 
Munakahat” dijelaskan bahwa Fasakh terjadi karena tidak terpenuhinya 
syarat-syarat ketika berlangsung aqad nikah, atau karena hal-hal lain yang 
datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Apabila 
terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara’, 
maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. 
Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara 
sesusuan. 
4. Muhammad Ustman Al-Khusy menjelaskan dalam bukunya yang berjudul: 
Penyelesaian Problema Rumah Tangga secara Islami menjelaskan bahwa 
untuk memasuki kehidupan rumah tangga atau keluarga, sebenarnya kita tidak 
tahu apa yang ada dan akan menimpa. Pertemuannya dua orang yang 
sebelumnya tidak saling kenal-mengenal sejelas-jelasnya, wajar bila 
menumbuhkan banyak masalah. Dan Islam telah memberikan alternatif atau 
jalan pemecahan untuk problema yang mungkin dihadapi setiap keluarga. 
5. Dedi Supriyadi , M.Ag. dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Munakahat 
Perbandingan” memaparkan kajian tentang hukum perkawinan yang selalu 
                                                          
10 Rahmat hakim,  Hukum perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2000) h. 187. 
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hangat sampai sekarang. Tentunya tak lepas dari permasalahan fasakh. 
Dimulai dari keberadaan umum tentang hukum perkawinan Islam di masing-
masing negara sampai pada ketentuan perceraian lainnya dan 
problematikanya. 
E. Metodologi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai 
berikut: 
1. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian 
kepustakaan (library research) yang berhubungan dengan pembahasan ini. Untuk itu, 
penulis berusaha memperoleh data tersebut dengan jalan membaca buku-buku, 
kemudian mengutip hal-hal yang dianggap perlu. Dari riset pustaka diambil data 
dengan cara: 
a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan yang relevan tanpa ada 
perubahan sedikitpun baik redaksi maupun maknanya. 
b. Kutipan tidak langsung, yakni penulis mengutip kadang dalam bentuk ikhtiar, 
uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya namun tidak 
mengurangi makna, maksud dan tujuannya. 
2. Metode Pengolahan/Teknis Analisis Data 
Data yang penulis peroleh disusun dengan baik dan teratur kemudian diolah 
secara kualitatif dengan teknik analisis sebagai berikut: 
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a. Metode induktif, yaitu teknik analisa data dimulai dari kerangka-kerangka 
teori yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam kenyataan yang 
umum. 
b. Metode deduktif, yaitu suatu teknik analisa data yang diperoleh dari 
kenyataan-kenyataan umum untuk memperoleh kesimpulan yang secara 
khusus. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menjelaskan konsep Imam asy-Syafi’i tentang fasakh dalam 
perkawinan. 
b. Untuk menjelaskan konsep fasakh nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) 
c. Untuk mengetahui dan menguraikan relevansi antara konsep fasakh menurut 
Imam asy-Syafi’i dengan pasal-pasal KHI mengenai fasakh. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Dapat menambah khazanah ilmiah, khususnya dalam aspek hukum 
perkawinan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, terutama mengenai 
konsep fasakh bagi suami-istri. 
b. Dapat menjadi bahan komparatif bagi peneliti berikutnya, serta dapat menjadi 
bahan masukan minimal berupa bacaan bagi para pecinta ilmu pengetahuan, 
khususnya bagi para teoritis dan praktisi hukum Islam yang ada di wilayah 
Indonesia. 
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BAB II 
PEMIKIRAN ASY-SYAFI’I TENTANG FASAKH 
A. Biografi Imam asy- Syafi’i 
1. Riwayat singkat Imam asy-Syafi’i 
Nama lengkap Imam asy-Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris 
bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i al-Hasyimi al-Muthalibi. Dia keturunan bani Abdul 
Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Lahir di Gaza, 
Syam (sekarang masuk wilayah Palestina) pada penghujung Rajab 150 H, Imam 
kedelapan kaum Syi’ah. Pada tahun itu pula Imam Abu Hanifah wafat. Ayah imam 
asy-Syafi’i tinggal di Madinah, kemudian pindah karena sesuatu yang membuatnya 
tidak nyaman di Madinah dan pergi ke kota Asqelon yang berjarak sekitar 3 farsakh 
dari kota Gaza dan menetap di kota itu hingga wafat. Semasa hidupnya, ayah Imam 
asy-Syafi’i dikenal sebagai sosok yang bersahaja. 
Sewaktu Imam asy-Syafi’i berumur dua tahun, ibunya membawanya pindah 
dari kota Gaza ke kota Mekah, yang tidak lain merupakan tanah tumpah darah 
leluhurnya. Syafi’i kecil lalu tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim 
dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam asy-Syafi’i adalah seorang 
permpuan yang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang perempuan 
yang berbudi luhur. 
Di kota Mekah, Imam asy-Syafi’i berhasil menghafal seluruh isi al-Qur’an 
ketika usianya masih amat belia. Al-Murzani meriwayatkan bahwa Imam asy-Syafi’i 
pernah berkata, “Aku telah hafal seluruh al-Qur’an saat usia tujuh tahun, dan aku 
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hafal al-muwaththa’ karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun,” Konon, Imam 
asy-Syafi’i berhasil menghafal al-muwaththa’ hanya dalam waktu sembilan malam. 
Kemudian Imam asy-Syafi’i belajar bahasa Arab kepada suku Hudzail yang tinggal di 
pedalaman. Kala itu, suku Hudzail adalah salah satu suku yang paling fasih berbahasa 
Arab. Ibn Katsir menegaskan bahwa Imam asy-Syafi’i mengahafal banyak syair dari 
suku Hudzail dan tinggal bersama mereka dikawasan pedalaman selam sepuluh 
tahun. 
Imam asy-Syafi’i pernah menyatakan tentang alasannya hidup di pedalaman, 
“ Ada dua tujuanku melakukan itu, pertama untuk belajar mememanah, dan kedua 
untuk menuntut ilmu.”sebagaian kalangan ada yang berkata kepada Imam asy-
Syafi’i,” Demi Allah, kemahiran tuan dalam memanah sebanding dengan kekayaan 
ilmu tuan.” Oleh sebab itulah Imam asy-Syafi’i sering dikenal sebagai seorang faris 
al-Halbatain (Pendekar dalam dua bidang): dia sangat ahli dalam teknik bertempur 
dan menunggang kuda, sekaligus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. 
Sekembalinya dari pedalaman, Imam asy-Syafi’i berhasil memetik kefasihan bahasa 
dan ketinggian gaya bahasa.11 
2. Imam asy-Syafi’i Menuntut Ilmu 
Imam asy-Syafi’i menuntut ilmu di Mekah Hingga dia alim dalam bidang 
hadits, fiqih, dan Bahasa Arab. Dia berguru kepada Imam Masjidil Haram dan Mufti 
Mekah, Imam Muslim bin Khalid az-Zanji, sampai akirnya dia berhasil mendapatkan 
                                                          
11 Wahbah Zuhaili,  Al-Fiqihu asy-Syafi’i Al-Muyassar, (Beirut: Darul Fikr, 2008) h. 6-5. 
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izin dari sang Imam untuk mengeluarkan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. 
Muslim bin Khalid berkata,”Berfatwalah Abu Abdullah, karena Demi Allah, sudah 
waktunya bagimu untuk berfatwa!”12. Sejak masa remaja, Imam asy-Syafi’i sudah 
menjadi ahli fiqih dan ahli tafsir al-Qur’an, disamping itu beliau juga menguasai 
bahsa Arab. Sampai-sampai ketika Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir dan 
fatwa, dia menjawab,”Tanyalah kepada pemuda ini!”. Kemudian Imam asy-Syafi’i 
pun menjadi guru di Masjidil Haram, Mekah. 
Kemudian pada umur 16 tahun, Imam asy-Syafi’i berguru pada Imam Malik 
yang menjadi Imam di Madinah al-Munawwarah. Imam Malik pun langsung 
menerima Imam asy-Syafi’i sebagai murid setela terlebih dulu berkonsultasi dengan 
walikota Madinah dan menerima pesan dari Amir Mekah sekaligus gurunya, Muslim 
bin Khalid az-Zanji. Pada saat itu, Imam asy-Syafi’i telah hafal dan mendalami 
seluruh isi al-muwaththa dengan bekal kemhirannya berbahasa den keluasan 
pengetahuan yang dimilikinya. Imam asy-Syafi’i lalu membacakan hafalan al-
muwaththa di hadapan Imam Malik dan terus menetap di Madinah sampai Imam 
Malik wafat pada taun 179H. Ketika itu umur Imam asy-Syafi’i 27 tahun dan dia 
sering pulang pergi Madinah-Mekah.  
Dari Mekkah, Imam asy-Syafi’i mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi 
kebutuannya sehari-hari. Dan atas bantuan Mush’ab bin Abdullah yang menjadi 
hakim di Yaman, Imam asy-Syafi’i akhirnya diangkat menjadi hakim di Najran, dan 
                                                          
12 An-Nawawi, Tahdzib al asma’ wa al-Lughat, jilid I (Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 
1979) h.65. 
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berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pada tahun 184H, Imam asy-Syafi’i 
difitnah oleh seorang penguasa yang mengadukannya kepada Harun ar-Rasyid, Imam 
asy-Syafi’i telah melakukan suatu kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang 
prajurit dengan pedangnya. Pada tahun itu juga dia langsung diminta menghadap 
Harun ar-Rasyid di Irak bersama dengan 7 ulama lainnya dan akhirnya dijatuhi 
hukuman mati. Tapi pada peristiwa itu, Imam asy-Syafi’i berhasil selamat dari 
kematian berkat kekuatan argumentasi yang dia miliki dan berkat kesaksian 
Muhammad bin al-Hasan serta pembelaan yang dilakukan oleh al-fadhal bin rabi 
yang berhasil menyakinkan bahwa Imam asy-Syafi’i sama sekali tidak bersalah. 
Kedatangan Imam asy-Syafi’i di Irak berkenaan dengan perkara fitnah itu 
terjadi pada tahun 184H. Saat itu dia menginjak usia 34 tahun. Dan kala itu pula, 
terbukalah kesempatan bagi Imam asy-Syafi’i untuk mempelajari fiqih ulama Irak 
dan membaca kitab-kitab induk bersama Muhammad bin al-Hasan sekaligus 
mendalami kitab-kitab tersebut. Melalui kegiatan itualah Imam asy-Syafi’i berhasil 
menguasai fiqih ulama Hijaz dan ulama Irak. 
Selama tinggal di Irak, Muhammad bin al-Hasan begitu menghormati Imam 
asy-Syafi’i. Bahkan dia selalu lebih mengutamakan majelis Imam asy-Syafi’i 
daripada majelis Sultan. Pada saat itu, beberapa hasil diskusi yang berlangsung antara 
Imam asy-Syafi’i dengan Muhammad bin al-Hasan disampaikan pada Harun al-
Rasyid dan ternyata Sultan menerima dengan baik. Topik paling penting diantara 
beberapa hasil diskusi itu adalah mengenai saksi dan sumpah, yang berhasil 
dimenangkan Imam asy-Syafi’i. 
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Dari Irak, Imam asy-Syafi’i kemudian kembali lagi ke Mekah dan kembali 
mengajar di Masjidil Haram selama sekitar sembillan tahun. Setelah berhasil 
menghafal dan memahami ilmu para ahli fiqih dan para ahli hadis, dan juga setelah 
meninggalkan kesan yang baik di Irak, Imam asy-Syafi’i lalu melakukan ijtihad 
mutlak di Mekah. 
Ketika tinggal di Mekkah pada periode ini Imam asy-Syafi’i menetapkan 
kaedah kaedah istinbath (pengambilan dalil) untuk membedakan antara fiqih ulama 
hijaz dan fiqih ulama Irak. Imam asy-Syafi’i juga menjelaskan kaidah kaida ijtihad 
selama menetap dikota mekkah dalam jangka waktu yang lama. Kala itu, khalaqah 
ilmia Imam asy-Syafi’i menjadi majelis yang terkenal, karena terdapat begitu banyak 
muncul dinamika perdebatan dan adu argumentasi, didalamnya juga dikupas berbagai 
pembahasan yang mushkil. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian lalu, 
pada periode inilah Imam asy-Syafi’i menyusun ar-Risalah yang berisi ilmu ushul 
fiqih. 
Pada tahun 195H, Imam asy-Syafi’i kembali mengunjungi Baghdad untuk 
kedua kalinya dan menetap disana sekitar dua tahun untuk menyebarkan konsep baru 
yang diterapkan dalam berijtihad. Disamping itu Imam asy-Syafi’i juga melakukan 
banyak diskusi dengan para ulama, menyusun beberapa risalah dan kitab-kitab baru 
serta melangsungkan sebuah khalaqah ilmiah yang kemudian menjadi amat terkenal 
di masjid Jami al-Gharbi. Para ulama besar silih berganti datang untuk mengikuti 
pengajian yang dilangsungkan Imam asy-Syafi’i. Diantara para ulama besar itu 
adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih, Bisyr al-Marisy, Abdurrahman 
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bin Mahdi, Abu Tsaur, dan Husain bin Ali al-Qarabisi. Para ulama itu pun begitu 
terpengaruh oleh madzhab sang imam dan juga dengan kepiawaiannya dalam 
membela sunnah dan hadis. 
Setelah menetap di Baghdad selama dua tahun, Imam asy-Syafi’i kembali 
kemekkah untuk mengembangkan ilmu dan menyebarkan mazhabnya. Dia mengajar 
ushul di kaedah-kaedah fiqih di serambi Masjidil Haram Mekah. Pada tahun 198H, 
Imam asy-Syafi’i kembali lagi ke Baghdad untuk ketiga kalinya dan menetap di kota 
itu selama delapan bulan. Kali ini, Imam asy-Syafi’i sengaja tidak menetap terlalu 
lama di Baghdad demi menghindari kebijakan politik Sultan al-Ma’mun yang lebih 
condong pada kelompok Mu’tazilah. Dalam kunjungannya ini, Imam asy-Syafi;’i 
mengijazakan kitab kitabnya kepada muridnya, usain bin ali al-karabisi berdasarkan 
tulisan az-Za’farani, salah seorang murid Imam asy-Syafi’i yang belajar sewaktu 
Imam asy-Syafi’i mengunjungi Baghdad sebelumnya. Pada tahun 199H, Imam asy-
Syafi’i Kembali melakukan kembali perjalanan ke Mesir. 
3. Pendapat Baru Imam asy-Syafi’i di Mesir 
Imam asy-Syafi’i memulai babak baru hidupnya di Mesir dengan 
memperbaharui metode ijtihad. Hal itu terjadi disebabkan pengetahuannya terhadap 
bebrapa hadits dan pendapat fiqih yang baru, serta interaksinya dengan adat dan 
kondisi sosial yang sama sekali berbeda dengan apa yang dia temui di Hijaz dan Irak. 
Imam asy-Syafi’i mulai menetapkanmetodologi fiqih yang baru di masjid Amr bin 
Ash yang terdapat di kota Fushtath. Pada saat itulah Imam asy-Syafi’i mendiktekan 
al-umm kepada muridnya yang kemudian dinukil kembali oleh muridnya, ar-Rabi bin 
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Sulaiman al-Muradi, sehingga menjadi sebuah kumpulan beberapa artikel fiqih baru 
yang kemudian dikenal dengan sebutan qaul jadid, yaitu berupa kumpulan pendapat 
Imam asy-Syafi’i di Mesir. 
Imam asy-Syafi’i terkadang kembali mengupas sebagian pernyataannya 
yang terdapat di dalam kitab al-hujjah yang manjadi repersentasi qaul qadim yang 
sebelumnya dipegang oleh Imam asy-Syafi’i. Pada periode ini pula Imam asy-Syafi’i 
menyusun kembali kitabnya yang terkenal ar-Risalah. 
Pada periode ini Imam asy-Syafi’i melakukan kritik terhadap beberapa 
pendapat gurunya, Imam Malik. Hal sama juga dia lakukan terhadap beberapa 
pendapat ulama Irak semisal Abu Hanifah dan murid-muridnya. Imam asy-Syafi’i 
pun berbeda pendapat dan mengkritisi pendapat al-Auza’i dalam masalah as-Siyar 
(perlombaan menunggang kuda). Halaqah Imam asy-Syafi’i pun menjadi semarak 
serta penuh dengan perdebatan dan tukar pendapat. Imam asy-Syafi’i sering 
mengutarakan argumentasi yang kuat tanpa harus menyinggung pihak lain. Beberapa 
ulama pendukung Madzhab Maliki yang merasa terusik dengan kegiatan Imam asy-
Syafi’i menuntut pada Gubernur Mesir untuk mengusir sang Imam dari Mesir. Akan 
tetapi tiga hari setelah tuntutan tersebut, Gubernur Mesir meninggal dunia. Sehingga 
Imam asy-Syafi’i pun menyebarluaskan dan memperjuangkan pendapat-pendapatnya 
dengan selalu menjunjung tinggi kebenaran serta didukung oleh hujjah yang kokoh. 
Dalam waktu singkat, ada banyak orang yang tertarik pada pendapat Imam asy-
Syafi’i karena dia memang lantang menjelaskan pandapatnya, ungkapan-
20 
ungkapannya mengena, masuk akal, dan jelas. Imam asy-Syafi’i terus menyebarkan 
ilmu di Mesir dan beberapa daerah lain hingga wafat. 
Ahli fiqih Tsayr pernah berkata,”Kami menyatakan bahwa Imam asy-Syafi’i 
lebih ahli dalam fiqih dibandingkan Ibrahim an-Nakha’i dan Dzuwaih.”13 Ar-Rabi bin 
Sulaiman berkata,”Jika kalian melihat Imam asy-Syafi’i, tentu kalian akan berkata 
bahwa tidaklah ucap[annya itu sebanding dengan apa yang ditulisnya. Karena demi 
Allah apa yang diucapkan oleh Imam asy-Syafi’i ternyata jauh lebih hebat dari apa 
yang tertulis dalam kitab-kitabnya, sebab setiap ucapannya merupakan hujjah dari 
segi bahasa.” Oleh kerena itu, Ibnu Hajib pernah menggambarkan Imam asy-Syafi’i 
dalam salah satu karyanya dengan pernyataan,” ini adalah dialek Imam asy-Syafi’i, 
sebagaimana halnya para ahli bahasa berkata: ini adalah dialek bani Tamim dan 
Rabi’ah.” Terhadap gambaran Ibnu Hajib ini, al-Ashmu’i pernah membacakan syair 
suku Hudzail. 
Imam asy-Syafi’i wafat dengan meninggalkan serangkaian ilmu yang 
mencakup al-Qur’an dan seluruh cabang ilmunya. Hadits dan seluruh cabang 
ilmunya, fiqih dan ushul fiqih, seni berdebat dan berargumentasi, ilmu tauhid yang 
berlandaskan pada al-Qur’an dan hadits, ilmu bahasa, kesusastraan, dan sekian 
banyak syair. Imam asy-Syafi’i wafat pada malam jum’at di penghujung bulan Rajab 
tahun 204 H. 
                                                          
13 An-Nawawi, Tahdziib al-asma’ wa al-lughat, jilid I ,. Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 
1979) , h. 63. 
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Jenazah Imam asy-Syafi’i dimakamkan di dusun al-Qarafah yang terletak di 
sebelah tenggara Kairo. Di atas pusaranya yang anggun, tertulis pernyataan yang 
berbunyi,”Seorang alim dari suku Quraisy yang telah memenuhi penjuru bumi 
dengan ilmu.” Di arah kiblat dari pusara tersebut tertulis sebuah bait dengan tulisan 
indah karya adz-Dzahabi yang dihias dengan warna hijau. Karena Madzhab Syafi’i 
adalah madzhab jalan tengah antara madzab ulama Hijaz yang berpegang teguh pada 
hadits dengan madzhab ulama Irak yang lebih mengedepankan akal. Syair tersebut 
berbunyi,“Imam asy-Syafi’i adalah pemimpin seluruh manusia dalam ilmu, 
kesabaran, kemulian, dan keteguhan. Sahabatnya adalah sahabat terbaik dan 
madzhabnya adalah madzhab terbaik di sisi Allah dan manusia. Dia berhak 
memimpin di dunia yang baik sebagaimana khilafah atas keturunan Abbas” 
Imam asy-Syafi’i telah menuanaikan kewajiban jihad dengan jalan 
murabithah di tapal batas Iskandariyah (wilayah perbatasan dengan negara musuh 
Islam). Murabithah adalah jihad dijalan Allah SWT disaat tidak ada kewajiban untuk 
jihad. Imam asy-Syafi’i mukim di tempat tersebut pada bulan Ramadhan, shalat lima 
waktu di masjid Jami’, dan dengan kondisi lemah dan sakit, beliau mambaca al-
Qur’an. Semoga Allah SWT mengharumkan makamnya dan meridhai beliau 
selamanya. 
B. Latar Belakang Pemikiran dan Karya Imam asy-Syafi’i 
Pemahasan ini merupakan kajian ringkas tentang Madzhab Syafi’i yang 
menjadi “jalan tengah” antara kelompok Hijaz (ahli hadits) dan kelompok Irak (ahli 
ra’yu). Uraian ini akan menjelaskan perjalanan seorang ulama besar sekaligus ahli 
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ijtihad, Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, yang telah berhasil 
membentuk hukum selaras dengan dasarnya, membangun kaidah berdasarkan aturan 
yang tepat, menempatkan dirinya sebagai imam hadits, pembela sunah Nabi, dan 
menjadi mujadis abad kedua Hijriah. 
Imam asy-Syafi’i telah mendalami segala hal antara persamaan dan 
perbedaan pendapat. Imam asy-Syafi’i juga telah memenuhi bumi dengan ilmunya, 
berhasil mengibarkan panji-panji persatuan antara ahli hadits dan ahli ra’yu, menjadi 
pemuka bahasa, dan termasuk orang yang paling fasih berbahasa Arab. Beliau 
keturunan Quraisy yang nasabnya bersambung sampai dengan Rasulullah SAW pada 
kakek keempat beliau, Abdul Manaf. Pengikut Madzhab Imam asy-Syafi’i sangatlah 
banyak, karena madzhabnya telah tersebar ke seluruh penjuru Timur dan Barat. Tak 
pelak, jalan hidup yang dilalui Imam asy-Syafi’i jelas telah membuat banyak ahli 
ilmu baik masa dahulu maupun masa kini berdecak kagum ketika mencermati riwayat 
hidup sang Imam, pergaulannya, pendapat-pendapatnya, keistimewaan madzhabnya, 
asal usulnya, keharuman namanya, dan keikhlasannya yang sempurna dalam 
berijtihad, yang menjadikan beliau yang paling terkenal diantara sekian banyak 
mujtahid. 
Imam asy-Syafi’i menghasilkan dua madzhab: pertama, qaul qadim, yaitu 
pendapat-pendapatnya sewaktu tinggal di Hijaz dan Irak; dan kedua, qaul jadid, yaitu 
pendapat-pendapatnya sewaktu tinggal di Mesir. Yaitu ketika Imam asy-Syafi’i 
memaklumkan bahwa dirinya telah meninggalkan qaul qadim dan menetapkan qaul 
jadid. Maklumat itu tentu saja menunjukkan kecemerlangan Imam asy-Syafi’i dalam 
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berijtihad dan sekaligus menunjukkan pengembangan ijtihad yang dia lakukan serta 
kepeduliannya terhadap berbagai hal baru dan perkembangan yang terjadi, sembari 
terus melestarikan milieu dan tradisi baik, menyempurnakan pendapat yang 
sebenarnya sudah cukup matang, memperluas cakrawala pengetahuan, dan dengan 
berpegang sepenuhnya kepada dasar-dasar nash syariat, kandungan ekstrinsiknya, dan 
segala hal yang berkaitan dengannya baik dari segi korelasi, konsistensi, dan 
keselarasan ayat per ayat. 
Imam asy-Syafi’i adalah orang yang amat petah lidah, kuat dalam berhujah, 
amat jelas ketika menerangkan, berwawasan luas, memiliki tingkat kecermatan yang 
tinggi, ketajaman dalam berpikir, teliti, jenius, dan menguasai banyak ilmu. Semua 
itu memang wajar terjadi karena Imam asy-Syafi’i amat menguasai bahasa Arab 
lengkap dengan seluk beluk kesusastraan dan syair-syairnya serta mampu mengimpun 
berbagai macam dalil syariat yang berbeda, baik dalil yang berasal dari al-Qur’an, 
hadits, ijma’, maupun qiyas. Imam asy-Syafi’i juga telah meletakkan prinsip-prinsip 
dasar ijtihadnya dalam ar-risalah yang menjadi karya tulis pertama dalam ilmu ushul 
fiqih. Kemudian beliau mengembangkannya sesuai dengan manhaj yang jelas lagi 
bersih dari segala tendensi dan kepentingan. 
Imam asy-Syafi’i banyak menghasilkan karya tulis berupa kitab kitab yang 
mana sebahagiannya beliau tulis sendiri lalu dibacakan dan dibahasakan kepada 
masyarakat dan penuntut ilmu. Manakala sebahagian lagi dikumpulkan dan 
dibukukan oleh murid dan para pendukung madzhabnya. 
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Berikut ini beberapa karya Imam asy-Syafi’i yang cukup terkenal antara 
lain: 
1. Kitab Al-Hujjah 
Pada tahap pertama, Imam asy-Syafi’i membangun qaul qadim-nya pada 
tahun 183 H di Irak ketika berusia 34 tahun malalu karyanya al-Hujjah.kitab yang 
berisi qaul qadim Imam asy-Syafi’i ini diriwayatkan oleh empat orang muridnya, 
yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, az-Za’farani, dan al-Krabisi. Diantara 
keempat riwayat qaul qadim Imam asy-Syafi’i yang paling otentik. Buku tersebut 
ditulis setelah Imam asy-Syafi’i berhasil mempertemukan fiqih ulama Hijaz seperti 
fiqih gurunya, Imam Malik bin Anas, dengan fiqih ulama Irak yang dia dalami 
melalui proses telaah terhadap kitab-kitab fiqih ulama Irak dan lewat perdebatannya 
dengan Muhammad bin al-Hasan, murid Abu Hanifah. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Ibnu Hajar, setelah Imam asy-Syafi’i mengetahui ahli hadits dan 
ilmu ahli ra’yu, beliau lalu membuat landasan ushul fiqih dan membuat kaidah 
dengan mempertemukan persamaan dan perbedaan pendapat ulama. 
2. Kitab Ar-Risalah 
Pada tahap kedua, Imam asy-Syafi’i tiba di Baghdad pada tahun 195 H dan 
mengarang ar-Risalah yang ditulis sebagai landasan ilmu ushul fiqih. Imam asy-
Syafi’i menulis kitab tersebut untuk memenuhi anjuran yang disampaikan Imam al-
Hafizh Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulis sebuah kitab 
yang menerangkan tentang syarat-syarat penggunaan dalil (istidlal) dengan al-Qur’an, 
sunah, ijma’, dan qiyas; penjelasan mengenai nasikh mansukh; dan derajat dalil yang 
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am dan khas. Demikianlah keterangan yang terdapat didalam manaqib asy-Syafi’i 
karya Imam ar-Razi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan para ulama yang hidup 
sezaman dengannya bahwa Imam asy-Syafi’i memang menyusun ar-Risalah di 
Mekah. Setelah Imam asy-Syafi’i selesai menyusun, dia mengirimkan buku ar-
Risalah tersebut kepada Ibnu Mahdi. Usai membacanya, Ibnu Mahdi berkata, “Saya 
tidak menyagka bahwa Allah telah menciptakan orang seperti lelaki (Imam asy-
Syafi’i) ini.”Kitab ar-Risalah telah membuat saya sedemikian takjub. Karena dengan 
membacanya, saya telah menyaksikan perkataan seseorang yang amat cerdas, fasih, 
dan sangat sntun. Oleh kerenanya saya berdo’a semoga kebaikan selalu terlimpah 
padanya.” Ketika Imam asy-Syafi’i kembali ke Mesir, beliau menulis ulang ar-
Risalah, dan kemudian diterbitkan berulang kali menggunakan tulisan asli muridnya 
di Mesir, ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi. Adanya dua versi kitab ar-Risalah inilah 
yang menyebabkan mengapa dalam daftar karya-karya Imam asy-Syafi’i biasanya 
tertulis kitab ar-Risalah yang kuno (ar-Risalah al-Qadimah) dan kitab ar-Risalah 
yang baru (ar-Risalah al-Jadidah). Sementara Imam asy-Syafi’i sendiri sebenarnya 
tidak pernah memberikan nama ar-Risalah pada kitabnya itu, beliau justru biasa 
menamakannya dengan al-Kitab, atau menyebutnya dengan pernyataan “kitabi” 
(kitabku), atau “kitabuna” (kitab kami). Adapun kitab ar-Risalah sendiri, bahkan 
semua kitab-kitab yang ditulis oleh Imam asy-Syafi’i, merupakan kitab-kitab sastra, 
bahasa, dan tsafaqah, sebelum karya-karya itu muncul dalam bentuk kitab-kitab fiqih 
dan ushul. Hal ini dapat terjadi karena Imam asy-Syafi’i adalah penulis yang tidak 
terpengaruh cacat bahasa non-Arab, pernyataannya tidak bernoda, dan dia tidak 
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pernah terperosok dalam kekeliruan atau kesalahan besar. Menurut pendapat yang 
rajih, Imam asy-Syafi’i sebenarnya telah mendiktekan ar-Risalah kapada muridnya 
ar-Rabi’. 
3. Kitab al-Umm 
Masih menurut pendapat yang rajih, seperti yang diungkapkan oleh 
Harmalah bin Yahya bahwa pada tahun 199 H14 Imam asy-Syafi’i tiba di Mesir dan 
menetap di sana  sampai tahun 204 H. Pada periode inilah kemampuan dan potensi 
Imam asy-Syafi’i berkembang dengan pesat, sehingga kemudian Imam asy-Syafi’i 
meletakkan madzhabnya  yang baru (qaul jadid) dalam al-Umm yang didiktekan 
kepada murid-muridnya di masjid Amr bin Ash di Fushthath, sebuah kota kuno yang 
telah ditaklukkan sejak masa para sahabat sebelum kota Kairo dibangun. Kitab al-
Umm yang didiktekan itu lalu dikumpulkanoleh murid dan penerus Imam asy-Syafi’i 
yang bernama Abu Ya’kub al-Buwaithi. Dialah yang kemudian menerbitkan al-Umm 
dengan riwayat-riwayat dari ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi yang juga telah 
meriwayatkan kitab-kitab Imam asy-Syafi’i yang lain. Di dalam kitab al-Umm inilah 
yang terdapat qaul jadid yang menjadi semacam madzhab baru yang berisi sebagai 
perubahan ijtihad Imam asy-Syafi’i sejak tinggal di Mesir. Perubahan tersebut terjadi 
disebabkan Imam asy-Syafi’i berinteraksi dengan ulama-ulama Mesir, mendengarkan 
hadits dan fiqih mereka, pengamatan Imam asy-Syafi’i terhadap kebiasaan dan 
kondisi sosial yang sama sekali berbeda dengan apa yang pernah didapatinya ketika 
                                                          
14 An-Nawawi, Tahdzib al-Asma wa al-Lughat, jilid I, (Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 
1979), h.38. 
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beliau masih tinggal di Hijaz dan Irak. qaul jadid  ini kemudian lebih dikenal dengan 
sebutan Madzhab Jadid (Madzhab Baru).15 
C. Fasakh Nikah menurut Imam asy-Syafi’i 
1. Fasakh menurut Imam asy-Syafi’i 
Fasakh menurut Imam asy-Syafi’i yaitu pembatalan pernikahan yang 
muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak 
terpenuhinya syarat.16 Dalam qaul qadim Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa 
fasakh adalah khulu’ yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh 
(kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. 
Sedangkan Ibnu Manzur menyatakan bahwa fasakh adalah merusak nikah atau 
membatalkan perkawinan antara suami dan istri yang dilaksanakan oleh hakim, 
karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya 
fasakh itu berdasarkan tuntutan atau keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri 
atau suami. Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal 
Syakhsiyyah menyebutkan fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau 
terjadi dibelakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya 
pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi 
aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.17 Sedangkan Abdul Wahab Khalaf 
                                                          
15 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqihu asy-Syafi’i Al-Muyassar, (Beirut: Darul Fikr,2008). H. 1-6. 
16 Ibid., h. 31 
17 Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Beirut: Darul Fikr Al-Arabi,1950) h. 324. 
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memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah 
maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh 
sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.18 
Dari definisi-definisi fasakh di atas, penulis juga memiliki kesimpulan 
mengenai pengertian fasakh. Yakni, bahwa fasakh dalam perkawinan adalah 
membatalkan suatu ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan sah menurut hukum 
agama Islam. 
Dalam perkawinan Islam terdapat istilah khiyar yang menurut bahasa adalah 
pilihan atau pilih-pilih, sedang menurt istilah adalah suatu keadaan yang 
menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan aqadnya. Dalam hal perkawinan  
suami istri memiliki hak untuk memilih antara tetap melestarikan perkawinan mereka 
atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya, suami mendapatkan cacat atau 
penyakit pada istrinya, atau sebaliknya, istri menemukan cacat atau penyakit pada 
suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika 
hal ini mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka masing-
masing memiliki hak memilih antara menjaga perkawinan atau membatalkannya. 
Pilihan untuk membatalkan perkawinan muncul sebagai akibat adanya aib, 
kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. 
1. Khiyar Aib 
                                                          
18 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah, 
(Quwait: Dar al-Qalam, 1990). h. 60. 
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Menurut syara’, seseorang boleh melakukan fasakh karena adanya aib, 
sebagaiman disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar r.a. dia berkata, “pria manapun 
yang menikahi wanita gila, terkena lepra, atau kusta, lalu menyetubuhinya maka 
wanita itu berhak menuntut ganti dari wali wanita tersebut. 
Malik dan ad-Darquthni meriwayatkan dari Umar r.a, dia berkata,”wanita 
manapun yang membohongi seorang pria, padahal dia gila, terkena lepra, atau kusta 
maka dia berhak mendapat mahar sebab hubungan intim yang dilakukan si pria 
terhadapnya. Sementara maskawin tersebut bisa dimintakan dari orang yang 
menipunya.” 
Zaid bin Ka’ab bin ‘Ujrah r.a meriwatkan bahwa Rasulullah SAW menikahi 
wanita Ghifar. Manakala beliau akan bercampur dengannya, beliau melepas pakaian 
dan duduk diatas pembaringan, ternyata beliau melihat punggung wanita itu terkena 
kusta. Beliau pun beranjak dari pemberingan kemudian berkata,”pakailah 
pakaianmu.” Baliau tidak mengambil kembali sedikitpun apa yang telah diberikan 
kepada wanita tersebut, (HR. Ahmad dan Sa’id bi Mansur dalam Sunan-nya) 
Perkawinan dilangsungkan agar bisa langgeng, dengan tujuan merengku 
kenikmatan. Aib-aib berikut ini merupakan penghalang untuk tercapainya tujuan 
tersebut, yaitu penis yang terpotongn impotensi, lubang senggama tersumbat oleh 
daging (rataq) maupun tulang (qaran). Adapula aib yang dapat mengganggu jiwa dan 
mengurangi kesempurnaan hubungan intim, seperti gila, lepra, dan kusta. 
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Hak memilih (khiyar) muncul akibat adanya aib-aib diatas. Sebab, jika kita 
tidak mempunyai hak untuk membatalkan dalam kondisi demikian, akan timbul 
bahaya yang berkelanjutan. Padahal menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. 
Aib ada 2 macam, yakni aib yang melekat pada wanita dan aib yang melekat 
pada pria. Untuk aib yang melekat pada wanita, seorang wanita boleh dikembalikan 
kepada kedua orang tuanya, bila dia mengidap salah satu dari lima aib berikut, yaitu 
gila, berpenyakit lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Laki-laki juga 
dibatalkan nikahnya bila satu dari lima aib, yaitu gila, berpenyakit lepra, kusta, 
penisnya terpotong, dan impoten. 
Tiga aib pertama berlaku bagi wanita maupun lali-laki, suami maupun istri, 
yaitu gila, lepra, dan kusta. Sedang dua aib terakhir khusus bagi wanita, yaitu vagina 
tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki, yaitu 
penis terpotong dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulama dapat 
menyebabkan hak khiyar. Jenis khiyar ini sendiri jumlahnya ada tujuh. 
Masih ada lagi aib yang diperselisihkan para ulama, yakni tidak mampu 
memberi maskawin atau nafkah. Jumhur memperbolehkan pembatalan pernikahan 
karena adanya alasan tersebut. Sementara madzhab hanafiya tidak membolehkannya. 
Mengenai kasus ini, Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa lepra dan kusta 
dapat menular kepada suami dan anak, tentunya dengan kuasa Allah SWT, bukan 
dengan sendirinya. 
Tidak ada hak khiyar bila suami mandul dan istri mufdhah (mengangkat 
jaringan pembatas antara lubang sluran urine dan lubang senggama). Jiak seorang 
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wanita tidak bisa melakukan hubungan intim kecuali dengan cara tersebut, maka 
suami tidak boleh menyetubuhinya dengan paksa. 
Adapun jika seorang suami mendapati istrinya ternyata banci dan dia jelas-
jelas mengetahui hal itu sebelum aqad nikah yakni dengan melihat karakter yang 
lebih menonjol, laki-laki atau wanita, maka menurut pendapat yang azhar, tidak ada 
khiyar bagi laki-laki tersebut. Sebab, hal ini  tidak menghilangkan tujuan pernikahan. 
Adapun bila banci itu masih tidak jelas mana yang dominan, maka nikahnya batal. 
Seluruh aib tersebut menyebabkan munculnya hak khiyar, kecuali jika 
impotensi suami terjadi setelah hubungan intim. Tetapi, jika ompotensi itu terjadi 
akibat sikap istri maka sisuami memiliki hak khiyar, baik impotensi itu terjadi 
sebelum ataupun sesudah hubungan intim. Demikian menurut qaul jadid. 
Hak untuk membatalkan pernikahan menjadi milk wali mempelai wanita, 
jika aib calon suami diketahui saat aqad nikah, yaitu gila, berpenyakit kusta, ataupu 
lepra. Demikian menurut pendapat yang ashah. Ketentuan ini tidak berlaku bila aib 
baru muncul belakangan, misalnya penis terpotong atau impotensi. 
Hak khiyar untuk membatalkan nikah mesti dilakukan dengan segera. 
Artinya, tuntutan dan pelaporan kasus tersebut kepada hakim harus dilakukan dengan 
segera. Oleh karena itu, jika seorang istri mendapati penis suaminya terpotong, khiyar 
ditetapkan baginya seketika itu juga, sebab kelemahan suami telah muncul. 
Pembatalan pernikahan yang dilakukan sebelum hubungan intim 
menyebabkan gugurnya maskawin dan mut’ah sebab fasakh, jika aib tersebut muncul 
pada suami. Sebab, dalam kasus ini pihak wanitalah pelaku fasakh tersebut, sehingga 
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dia tidak berhak mendapatkan apapun. Adapun jika aib tersebut ada pada wanita 
maka penyebab fasakh secara maknawi ada pada dirinya, seolah-olah dia pelaku 
fasakh. 
Apabila fasakh terjadi setelah hubungan intim, menurut pendapat yang 
ashah, suami wajib memberikan mitsil. Ini tidak berlaku bila fasakh terjadi saat aqad 
atau selang antara aqad dan hubungan intim, jika si suami tidak mengetahui aib 
istrinya. Sebab, penyerahan maskawin yang telah ditentukan itu hanya atas dasar 
dugaan keselamatan, padahal itu tidak terwujud. Jadi, seolah-olah aqad tersebut 
berlangsung sejak awal tanpa penentuan besarnya mahar. 
Menurut pendapat yang ashah, suami wajib mengeluarkan maskawin yang 
ditentukan besarnya, jika aib baru tampak setelah hubungan intim. Sebab, kewajiban 
membayar mas kawinini muncul begitu hubungan intim terjadi, sebelum faktor yang 
menyebabkan hak khiyar muncul. Jadi tidak ada perubahan kewajiban dalam hal ini. 
Seandainya pernikahan dibatalkan (fasakh) karena murtadnya suami atau 
istri setelah hubungan intim dan mereka tidak kembali masuk Islam di masa iddah 
maka yang wajib dikeluarkan adalah maskawin yang sudah dusebutkan besarnya. 
Sebab, hubungan intim tersebut menjadikan munculnya kewajiban membayar 
maskawin yang sudah ditentukan sebelum orang tersebut murtad. 
 Setelah hubungan intim terjadi, suami yang memfasakh karena menemukan 
aib pada istrinya tidak boleh menarik kembali maskawin yang telah diberikan kepada 
orang yang membohonginya. Demikian menurut qaul jadid. Sebab, dia telah 
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menikmati farji yang telah dinikahinya. Dengan kata lain, suami itu telah 
berhubungan intim dengannya. 
Untuk bisa melakukan fasakh karena aib, syaratnya harus lebih dulu melapor 
kepada hakim, agar hakim bisa memutuskan akibat yang akan timbul akibat aib 
tersebut, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sebab, hakim adalah mujtahid dalam 
kasus ini. Keputusan fasakh ini serupa dengan keputusan kepailitan. 
Status aib impoten bisa ditetapkan dengan pengakuan suami di depan hakim, 
sebagaiman pengakuan suami di depan hakim, sebagaimana pengakuan atas hak-hak 
lain. Atau dengan adanya saksi atas pengakuan tersebut. Namun, penetapan status 
impoten dengan saksi ini tidak bisa di gambarkan dengan jelas, sebab para saksi tidak 
mungkin melihat langsung impotensi penis itu saat digunakan. Demikian pula, status 
impoten ini bisa ditetapkan dengan  sumpah yang ditolak istri, setelah suami 
mengingkari keimpotetannya dan ia menolak saat diminta untuk bersumpah. 
Demikian menurut pendapat yang ashah. Dengan kata lain, ketika istri menggugat 
suaminya bahwa dia impoten, dan suaminya membantah maka yang dimenangkan 
adalah pembelaan suami yang disertai sumpah. Jika suami itu menolak untuk 
bersumpah, maka hak sumpah dikembalikan kepada istri. 
Ketika suami divonis impoten, hakim memberi tenggat waktu selama 
setahun, sebagaimana dipraktikkan Umar r.a. jika tenggat waktu yang ditentukan 
habis dan suami belum mampu melakukan hubungan seksual, istri dapat melaporkan 
kasus itu untuk yang kedua kali kepada hakim. Jika suami menyatakan,”Aku telah 
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bersetubuh dengannya,” maka dia diminta bersumpah, setelah istrinya meminta, 
setelah istrinya meminta, bahwa dia memang benar-benar telah berhubungan intim. 
 Jika suami menolak disumpah maka si istri diperintahkan bersumpah bahwa 
suami belum menyetubuhinya. Bila si istri si sitri bersumpah atau suami mengakui 
hal tersebut, si istri berhak melakukan fasakh. Ini seperti kasus pembeli yang 
menemukan aib pada barang yang dibelinya. Wanita itu bisa melakukan fasakh 
setelah hakim menyatakan, “aku vonis suamimu impoten,” atau “Hak fasakhmu tela 
ditetapkan, maka berkhiyarlah.” Demikian menurut pendapat yang ashah. 
Bila ditemukan faktor penghambat pada istri di tengah masa tenggat yang 
ditetapkan, misalnya suami menghindari sitrinya sebab haid atau sakit, atau istri 
mengurung diri selama masa tenggat, maka waktu yang terbuang ini tidak masuk 
hitungan. Sebab, tidak adanya hubungan intim selama itu disebabkan oleh pihak istri. 
Tenggat waktu dimulai lagi dari awal pada tahun berikutnya. 
Setelah masa tenggat selesai, seandainya si istri ridha untuk tetap tinggal 
bersama suami maka haknya untuk fasakh batal, sebagaiman kasus dalam aib-aib 
lain. Demikian pula, haknya haknya menjadi batal bila dia memberi waktu tambahan 
kepada suami, misalnya sebulan. Demikian menurut pendapat yang shahih. Sebab, 
hak fasakh ini bersifat sesegera mungkin, sedang memberi waktu tambahan itu 
menghilangkan unsur kesegeraan. 
2. Khiyar yang Disebabkan Tidak Terpenuhinya Kriteria sifat, Syarat, atau Dugaan 
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a. Perbedaan Syarat 
Seandainya seorang pria menikahi wanita, dan dalam aqad dia mensyaratkan 
kriteria Islam, nasab bagus, atau sifat kesempurnaan, seperti perawan, perjaka, ijazah 
aqademis, atau lainnyaatau bahkan kriteria kebalikannya, atau kriteria lainnya 
misalnya tinggi sekian centimeter, berkulit putih ataupun coklat, tapi ternyata kriteria 
itu tidak terpenuhi makamenurut pendapat yang azhar, pernikahannya tetap sah. 
Sebab, syarat-syarat tidak terpenui tidak menjadikan rusaknya jual beli, meskipun 
syarat-syarat yang rusak membawa pengaruh yang besar, terlebih dalam aqad 
perkawinan. 
Kemudian, apabila orang yang didapat ternyata lebih baik dari kriteria yang 
sudah ditentukan misalnya, seorang laki-laki mensyaratkan calon istrinya wanita ali 
kitab atau janda, ternyata dia mendapatkan wanita muslimah atau perawan. maka 
laki-laki itu tidak mempunyai hak khiyar dalam kasus ini, sebab dia mendapatkan 
pasangan yang lebih baik daripada kriteria yang ditetapkan. Namun, jika ternyata 
seorang wanita mendapatkan calon suami di bawah standar kriteria yang ditetapkan, 
calon istri mempunyai hak khiyar. Demikian pula sebaliknya, calon suami berhak 
khiyar bila istri yang didapatkan di bawah standar yang sudah disyaratkan. Demikian 
menurut pendapat yang ashah. 
 
b. Salah Dugaan 
Menurut pendapat yang azhar, jika seorang pria menduga bahwa calon 
istrinya seorang wanita muslimah, ternyata wanita Ahli Kitab dan dia halal 
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menikahinya, maka tidak ada khiyar bagi laku-laki tersebut, kecuali dalam kasus 
tertentu. Alasannya, semata dugaan saja, tidak bisa memunculkan hak khiyar, sebab si 
suami telah berlaku gegabah dengan tidak melakukan pengamatan atau menetapkan 
syarat dengan kriteria tertentu. 
 Seandainya seorang wanita mengizinkan walinya menikahkan dirinya 
dengan seorang pria yang diduga sekufu, tetapi ternyata laki-laki itu orang fasik, atau 
dari keturunan orang rendah, atau pekerjaannya tidak sebanding maka wanita ini juga 
tidak memiliki hak khiyar. Tetapi jika suami mempunyai aib yang telah disebutkan 
dalam pembahasan khiyar aib, maka wanita tersebut memiliki hak khiyar. 
Adapun konsekuensi fasakh Nikah dalam kasis khiyar yaitu apabila fasakh 
terjadi akibat syarat tidak terpenuhi, hukum maskawin dan pengembaliannya 
dibebankan kepada pihak yang menipu, sebagaimana telah dipaparkan dalam kiyar 
aib, mengingat kebohongan yang menyababkan fasakh akibat tidak terpenuhinya 
syarat merupakan kebohongan dalam aqad yang menentukan syarat. Seandainya 
seorang wali berkata, ”Saya kawinkan perawan ini atau wanita muslimah ini dengan 
kamu,” lalu ternyata syarat itu tidak ada, maka khiyar pun boleh dilakukan. Sebab, 
syarat hanya berpengaruh terhadap aqad bila ia disebutkan dalam aqad. Jika 
disebutkan dalam aqad, tetapi tidak diutarakan sebagai syarat, atau terlanjur terucap 
dalam aqad misalnya terucap begitu saja setelah aqad maka dalam kasus ini tidak ada 
khiyar. 
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2. Dasar Hukum Fasakh 
Sumber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur’an dan hadits, sebagai 
sumber hukum yang kuat dalam menjawab berbagai problematika dalam kehidupan. 
Perceraian secara fasakh tidak dinyatakan secara terang di dalam al-Qur'an.Tetapi 
prinsipnya boleh dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 231 dan al-Nisa' ayat 
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Firman Allah dalam al-Qur’an : 
⬧◆ ⬧ ◆ 
◼⧫⬧ ◼ ➔❑⬧ 
➔  ➔❑ 
➔  ◆ ➔❑ 
◆ ⧫➔⧫  ⧫◆ 
➔⧫ ⬧ ⬧⬧ ◼⬧ 
⧫  ◆ ⬧ 
⧫◆  ➔  
◆ ☺➔  
◼⧫ ⧫◆ ⧫⧫ ◼⧫ 
 ⧫ ☺⬧◆ 
→➔⧫   ❑→◆ 
 ❑◼◆   
  ⧫     
Terjemahnya: 
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, 
Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan 
cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa 
berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat 
Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan 
                                                          
19 Raihanah Haji Abdullah,”Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh,” Blog 
Raihanah Haji Abdullah,  http://eskapisminda.blogspot.com/2009/07/fasakh.html (29 juli 2009). 
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Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang 
diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah : 231).20 
 
Firman Allah: 
 
◆  ⬧⬧ 
◆⧫ ❑➔➔⬧ 
☺⬧   ☺⬧◆ 
    
⬧◼ ◆❑  
☺⬧⧫    ⧫ 
☺⧫      
 Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa : 35)21 
 
 
Dalil di atas berbeda sekali dengan cara-cara pembubaran pernikahan yang 
lain seperti thalaq dan khulu'(Surah al-Baqarah ayat 229), zihar(Surah al-Mujadalah 
ayat 1-4),ila' (Surah aI-Baqarah ayat 226) dan li'an, (Surah al-Nur ayat 6-9).  
Firman Allah:  
◼ ⬧▪⬧  ⬧ 
➔  ⬧ 
  ◆ ⧫⬧ →⬧  
➔⬧ ☺ 
➔❑☺⬧◆    
                                                          
20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012). h. 46. 
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012). h. 21. 
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⬧⬧⬧  ☺  
  ⬧   ◆ 
◼  ⬧  
☺◼⧫ ◆ ⧫ 
   ◼  ⬧ 
⧫➔⬧  ⧫◆ ➔⧫⧫ 
◼  ⬧⬧ ➔ 
⧫❑→   
Terjemahnya: 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil 
kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 
isteri untuk menebus dirinya.Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah 
orang-orang yang zalim. (Q.S. Al:Baqarah : 229)22 
 
Firman Allah: 
⬧ ☺  ⧫❑⬧  
   
⧫◼◆ ◼  ◆ 
☺⧫ ☺◆⧫   
  ⧫    
⧫ ⧫⬧→   
  ➔ 
   
   
⧫⬧◆  ◆ 
⧫❑❑→◆⬧   
❑⬧ ◆  ◆  
❑→➔⬧ ❑→    ⧫◆ 
⧫⬧→   ▪➔ 
⧫❑➔⧫ ☺ ❑⬧ 
⬧⧫⬧ ⧫⬧◆  ⬧  
                                                          
22Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012). h. 45-46. 
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☺⧫⧫  ⬧ 
❑→⧫❑➔   ◆ ☺ 
⧫❑➔☺➔⬧     ☺⬧  
⬧ ◆⬧ ⧫ 
✓➔⧫⧫  ⬧  
☺⧫⧫  ☺⬧  ⧫ 
➔⬧ ⧫✓◼   
⬧ ❑⬧  
❑◆◆  ◆ ◼ 
  ⬧◆ ⧫ 
     
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan 
kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan 
Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.(1). Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara 
kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu 
ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. 
dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan 
mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha 
Pengampun.(2). Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) 
memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. 
Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (3). Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib 
atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka 
siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang 
miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan 
Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih 
(4). (Q.S. Al-Mujadiilah : 1-4)23 
 
Firman Allah: 
⧫ ⧫❑⬧  
 ⧫⬧ 
➔⧫   ⬧ 
                                                          
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012). h. 791-792. 
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⬧ ⬧  ❑→ ▪ 
    
Terjemahnya: 
Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan 
(lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah : 226)24 
 
Firman Allah: 
⧫◆ ⧫❑⧫ 
◆ ⬧◆ ⧫ ⚫ 
→  → 
⧫⬧ ⧫◼ ⧫ 
◆    ☺⬧ 
✓    
➔☺⬧◆  ◆➔⬧ 
 ◼⧫  ⧫  
⧫✓⬧    ⧫◆⧫◆ 
⧫ ➔  ⬧ 
⧫    
 ☺⬧ ✓⬧    
⬧☺⬧◆    
◼⧫  ⧫  
⧫✓    
Terjemahnya: 
  
 Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah 
empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk 
orang-orang yang benar(6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah 
atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan 
dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya 
suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta(8). Dan (sumpah) 
yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang 
yang benar(9). (Q.S. An-Nuur : 6-9)25 
 
                                                          
24Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012). h. 44-45 
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012). h. 489 
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Di atas telah disebut di dalam al-Qur’an dengan jelasnya. Walau 
bagaimanapun, fasakh diterima sebagai salah satu cara untuk membubarkan 
perkawinan berasaskan kepada prinsip yang terkandung dalam hadis Nabi S.A.W. 
yang berbunyi: “La darar wa la dirar” artinya “tidak boleh ada kemudharatan dan 
tidak boleh menimbulkan kemudharatan.” Pembubaran perkawinan melalui fasakh 
memerlukan campur tangan kadi (hakim) atas sebab-sebab yang biasanya 
diketengahkan oleh seorang istri. Karena itu sebagai contohnya Abu Zahrah 
menggunakan istilah al-Thalaq bi al-Hukm al-Qadi. Walaupun suami juga boleh 
menuntut fasakh namun suami mempunyai hak eksklusifnya iaitu thalaq. Fasakh 
yang dituntut oleh istri ini mempunyai beberapa sebab yang telah ditetapkan oleh 
para Fuqaha. Fasakh dan thalaq ini sudah jelas berbeda terutama dalam efek 
pembubaran itu dimana fasakh tidak terhadang kepada halangan tertentu, berbanding 
dengan thalaq yang terhadang kepada dua (thalaq raj’i).  
Dengan kata lain suami istri yang terputus pekawinannya melalui metode 
fasakh boleh kembali kepada istri dan suami yang sama untuk sekian kalinya dengan 
membuat aqad dan mas kawin yang baru. Bagaimanapun fasakh yang jatuh dalam 
kategori selama-lamanya seperti fasakh perkawinan saudara kandung atau sesusuan 
dan juga murtad tidak boleh kembali untuk menikah. Fasakh karena sebab-sebab ini 
tidak perlu ada campur tangan Hakim. tetapi bagi masyarakat Islam Indonesia, secara 
yuridis formilnya, untuk memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan dan 
termasuk masalah fasakh ini dan pengakuan sahnya menurut undang-undang harus 
ditempuh melalui pengadilan agama. Ini mengingat bahwa pembatalan suatu 
43 
perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri, maupun 
terhadap keluarganya. Maka melalui proses pengadian ini dimaksudkan supaya untuk 
menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar 
pengadilan. Dalam peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 pasal 37 tercantum bahwa: 
batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. 
Di dalam Perundangan Islam, perkara-perkara yang mengharuskan untuk 
fasakh bagi suami istri berbeda antara satu madzhab dengan madzhab yang lain. 
Dalam Madzhab Hanafi, seorang isteri boleh memohon untuk membubarkan 
perkawinan melalui cara fasakh hanya apabila suami yang dinikahinya itu mengalami 
kecacatan dan keaiban. Marghinani dalam al-Hidayah menyatakan bahwa hanya tiga 
penyakit saja yaitu impoten, terpotong zakar dan terputus dua biji pelir. Ini berarti 
dalam Madzhab Hanafi seorang istri itu tidak boleh memohon fasakh atas sebab-
sebab yang lain dari yang disebutkan itu sekalipun suami itu terkena penyakit sopak 
dan kusta. Begitu juga, seorang istri yang telah dikawinkan oleh wali mujbirnya 
sewaktu umurnya belum baligh, berhak memohon fasakh perkawinannya apabila 
sampai umur baligh. Fasakh seperti ini dikenali sebagai khiyar al-bulugh. Namun 
fasakh karena sebab khiyar al-bulugh tidak dibolehkan oleh mazhab Syafi'i dan 
Maliki.  
Pengertian suami berpenyakit menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali 
mungkin agak sedikit luas, karena ia termasuk segala penyakit seperti sopak dan 
kusta. Prinsip mereka dalam hal ini ialah sekiranya segala keaiban atau penyakit yang 
dialami oleh suami bisa menular kepada istri dan juga janin karena berhubungan 
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intim, maka istri boleh memohon fasakh. Selain dari alasan di atas, ketidak mampuan 
suami untuk membayar nafkah, suami hilang atau dipenjarakan juga diterima oleh 
Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali sebagai alasan untuk menuntut fasakh. 
Namun bagaimanapun Madzhab Maliki dan Hanbali telah menambah satu 
lagi alasan yaitu timbulnya kemudharatan dalam rumahtangga sebagai sebab untuk 
memohon fasakh. Kemudharatan yang dimaksudkan di sini adalah kemudharatan 
kepada lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta, akal. Reformasi Undang-
undang Keluarga dalam prinsip-prinsip dari Mazhab Hanafi terutama dalam masalah 
fasakh ini nampaknya telah mendominasi dan menjadi pandangan yang autoriti dalam 
Kerajaan Turki Usmaniyyah. Prinsip Madzhab Hanafi ini bagaimanapun hanya akan 
berlaku kepada mereka yang memakai Mazhab Hanafi sebagai rujukan. Prinsip 
Madzhab Syafi'i akan digunakan kepada mereka yang merujuk kepada madzhab 
Syafi'i atau mereka akan menyelesaikannya sendiri tanpa di bawa ke Mahkamah 
secara resmi. Jika demikian, maka seseorang istri yang bermazhab Hanafi tidak boleh 
memohon Fasakh selain dari alasan kecacatan suami. Ini bermakna jika istri tersebut 
didera oleh suaminya maka ia, tidak mempunyai ruang untuk keluar dari rumah 
tangganya. 
 
BAB III 
MUATAN KHI TENTANG FASAKH 
A. Latar Belakang Dibukukannya KHI 
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Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk). Kemajemukan 
Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, 
suku bangsa, golongan, dan ras. Letak geografis Indonesia yang berada di tengah-
tengah dua benua, menjadikan negara ini terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, dan 
agama. 
Kemajemukan agama di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah 
bagaimana bangsa Indonesia itu muncul. Hal tersebut ditandai dengan munculnya 
banyaknya kerajaan di Indonesia yang menganut bermacam agama. Tidak diragukan 
lagi, perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia itu mengakibatkan adanya beberapa 
agama yang dianut oleh bangsa Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Agama bagi 
bangsa Indonesia merupakan potensi yang besar. 
Sebagai potensi, pada satu sisi agama dapat menjadi pendorong dan 
pendukung arah pembangunan Indonesia. Pada sisi yang lain, isu tentang agama 
dapat menjadi pemicu konflik antarumat beragama. Oleh sebab itu, hubungan baik 
antarumat beragama yang terwujud dalam tiga kerukunan hidup beragama Indonesia 
diharapkan selalu terwujud dalam perjalanan hidup bangsa. Setiap agama 
mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Setiap penganut terpanggil untuk menanamkan 
dominasi kebenaran dan keselamatan mutlak pada pihaknya serta kesesatan dan 
kecelakaan fatal pada pihak yang lain. Interpretasi yang berbeda dan pemikiran 
theologis yang berlainan mengenai konsep ini merupakan sumber perselisihan 
antarumat beragama. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling 
mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan 
dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu 
batas teritorial kenegaraan. 
Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai jaminan pelaksanaan hukum 
agama Islam dalam kehidupan bernegara, dilihat dari sudut pandang politik hukum 
menampakkan dua hal. Pertama; Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku khusus bagi 
umat Islam. Menunjukkan bahwa dalam rangka pembinaan hukum nasional, unifikasi 
hukum sebagai pelaksanaan wawasan nusantara tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya, demi kepentingan yang harus lebih dijamin yaitu kepentingan untuk 
memberikan ruang gerak bagi kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum agama. 
Kedua; adanya hak kelompok tertentu dalam masyarakat dalam hal ini ummat Islam 
untuk melaksanakan hukum agamanya tidak dapat ditawar. Dalam kaitannya dengan 
slogan bhineka tunggal ika, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bagi ummat 
Islam dibentuk dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk ke-
bhinneka-an dalam kesadaran menjalankan hukum agama, namun tetap tunggal ika 
dalam wadah Negara hukum Republik Indonesia. 
Sejak kedatangan Islam di Indonesia, Islam telah mengalami bermacam-
macam kondisi, hambatan dan tantangan. Segera setelah Islam berkembangdan 
menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara pada abad ke-13 sampai abad ke-15, dan 
harus berhadapan dengan kaum kolonial sejak abad ke-16. Pemerintahan kolonial 
cenderung memberikan keuntungan pada hukum perdata barat dan hukum adat. 
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Hadirnya wacana hukum Belanda juga mempunyai segi positif pada masa yang akan 
datang. Sesungguhnya ia telah meninggalkan sebuah pelajaran yang cukup berharga 
mengenai pentingnya kodifikasi hukum dalam menciptakan suatu kepastian hukum 
yang berasal dari prinsip-prinsip tradisi hukum Romawi. 
Ditetapkanya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di 
luar Jawa dan Madura dan Surat Edaran Biro peradilan Peradilan Agama No. 8/1/735 
tanggal 18 Februari 1958 menegenai kitab-kitab yang akan digunakan sebagai 
rujukan pembuatan putusan oleh Pengadilan Agama merupakan langkah awal upaya 
kodifikasi dan unifikasi.munculnya UU No. 1/1974 dan UU No. 7/1989 merupakan 
langkah selanjutnya yang kemudian mengantarkan kepada pembuatan Kompilasi 
Hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama sebagai rujukan standar setiap 
putusan. KHI yang dikeluarkan dan disahkan melalui Inpres No. 1/1991 tanggal 10 
Juni 1991 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 
tanggal 22 Juni 1991 merupakan perkembangan terbaru dari upaya kompilasi dan 
kodifikasi hukum Islam di dunia Islam pada umumnya, dan di Indonesia khususnya. 
KHI bukan hanya mengkompilasi hukum-hukum yang sudah pernah digunakan 
sebelumnya dalam pembuatan keputusan Pengadilan Agama, melainkan pula 
mengkompilasi hukum-hukum baru dari berbagai madzhab hukum yang dirasa 
compatible dengan tatanan hidup (the living law), hukum dan tradisi yang hidup 
dalam masyarakat. Selain itu, KHI juga berfungsi sebagai peneguh eksistensi 
Pengadilan Agama di Indonesia karena ia telah mengisi salah satu pilar dari 3 pilar 
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yang dipersyaratkan, adanya badan peradilan, fungsionaris (hakim, pengacara dan 
jaksa), serta sumber rujukan putusan.  
Pembuatan KHI berawal dari SKB Ketua MA dan Menteri Agama RI 
tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 
Yurisprudensi No. 07/KMM/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1955 di 
Yogyakarta. Landasan yuridisnya adalah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1): ”Hakim 
sebagai memahami nilai-nilai hukum yang hidup penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan dalam masyarakat.”.26 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari tiga buku: Buku I tentang 
Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang 
Hukum Perwakafan. Semuanya terdiri dari 229 pasal. Kompilasi ini didasarkan pada 
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan 
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tanggal 
22 Juli 1991.27 
Penyusunannya dimulai dengan membuat daftar masalah di bidang hukum 
Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Setelah tahap penyeleksian, 
didapatkan 102 masalah pokok. Pengumpulan data dilakukan melalui 4 jalur; yaitu 
jalur ulama, jalur kitab-kitab fiqh, jalur Yurisprudensi Peradilan Agama, dan jalur 
studi perbandingan di negera-negara lain.28 
Pengumpulan data pertama dilakukan melalui wawancara dengan 193 alim 
ulama dari berbagai wilayah Indonesia. Wawancara yang mengambil tempat di 10 
                                                          
26 Instruksi Presiden, hal 127. 
27 Ibid. 130 
28 Ibid. , iii I v, 3 
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lokasi Pengadilan Tinggi Agama ini (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, 
Bandun, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram) berkisar 
sekitar 102 masalah yang sudah diseleksi oleh Panitia.29 
Pengumpulan data dari kitab-kitab fiqh dilakukan oleh 7 IAIN; yaitu dari 
kitab-kitab yang banyak atau sering dipakai di Indonesia. IAIN yang mendapat 
bagian adalah IAIN Banda Aceh, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Ujung 
Pandang dan Banjarmasin. Penelitian Yurisprudensi Pengadilan Agama dilakukan 
terhadap 16 buku yang merupakan yurisprudensi dari tahun 1976 sampai tahun 1984. 
Sementara itu, studi perbandingan dilakukan di Maroko (2 hari), Turki (2 hari) dan 
Mesir (2 hari). Selain 4 jalur yang sudah disebutkan, informasi juga didapatkan dari 3 
kali sidang, NU di 3 pesantren di Jawa Timur dan dari seminar Kompilasi Hukum 
Islam yang diadakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dari sejarah perumusan 
dan pembuatan KHI perlu dilahirkan lagi ijma’ ulama yang berkaitan dengan hal-hal 
yang berkembang yang bisa menenteramkan ummat.  
Latar belakang dibukukannya KHI dapat dilihat dari 2 segi, yaitu: 
a. Latar Belakang Sosiologis Pembukuan KHI 
Hukum haruslah bersifat adaptable terhadap kebutuhan sosial, norma, tradisi 
dan kebiasaan lainnya, sesuai dengan landasan teoritis bahwa hukum ialah tool of 
social engineering. Hukum Islam, dalam konteks ini, juga sangat bersifat adaptable 
dan flexible terhadap perubahan-perubahan selama hal mengacu kepada maqashid al 
shari’ah. Satu kaidah hukum (legal maxim) yang secara khusus berkenaan dengan hal 
                                                          
29 Busthanul Arifin, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", pidato penyerahan 3 buku 
Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta tanggal 26 
Desember 1987, hlm. 28. 
50 
ini yang dikemukakan ushuliyyun, khususnya madzhab Hanafi, adalah al-hukm 
yataghayyur bi tagahayyur al-azminah wa al-amkinah (hukum bisa berubah 
bersamaan dengan berubahnya zaman dan tempat). Kata “tempat dan waktu” dalam 
kaidah itu dapat dipahami secara luas sebagai konteks sosial yang meliputi factor 
ekonomi, sosial, politik, dan lainnya, terutama al-adah (custom) dan ‘urf (usage) 
yang hidup di masyarakat. Kaidah hukum yang cukup terkenal ialah al-adah al-
muhakkamah (adat bisa menjadi hukum) sepanjang ia tidak kontradiksi dengan 
prinsip-prinsip umum hukum Islam. 
Kerangka teoritis di atas menyiratkan adanya mutual relationship 
(keterkaitan) antara hukum dan masyarakat dan menyakinkan kita bahwa 
perkembangan setiap hukum dapat dan harus dilihat dari perspektif sosialnya. 
Lahirnya KHI juga harus dianalisis dalam tataran ini, sehingga muncul pertanyaan-
pertanyaan seperti : Bagaimana KHI bisa memenuhi kebutuhan dan praktek hukum 
pada masyarakat muslim Indonesia? Reformasi atau inovasi seperti apakah yang 
ditawarkan KHI yang membedakan dengan UU dan peraturan atau fiqih sebelumnya?  
Banyak sejarawan, khususnya sejarawan muslim Indonesia, menegaskan 
bahwa konflik antara hukum adat dan hukum Islam itu muncul sejak datangnya 
kolonialisme. Bustanul Arifin dan Danial Noer adalah diantara yang menegaskan 
kebenaran tersebut. Meskipun demikian, Lev menegaskan bahwa sebenarnya konflik 
tersebut sudah ada sejak datangnya Islam, sedangkan kedatangan kolonial Belanda 
dengan segala bias-bias kepentingan dan ideologinya hanyalah mendukung hukum 
adat. Pendapat Lev ini sealur dengan pemikiran Snouck Hurgronje, M. B. Hooker dan 
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beberapa sarjana Indonesia seperti Muhammad Rajab. Dalam sejarah perkembangan 
hukum Islam, konflik ini semakin menajam dan berakar dalam pembentukan pola 
pandang generasi selanjutnya, sehingga ada jurang pemisah antara hukum Islam yang 
ada dalam teks dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat seakan 
menempati hukum yang realistis, membumi, sedangkan hukum Islam berada dalam 
posisi ideal dan melangit. Menyadari adanya gap semacam inilah, maka muncul 
keinginan untuk menjembatani dengan menciptakan kembali hukum Islam yang 
bersentuhan dengan dan diterapkan dalam realitas sosial, atau dalam bahasa Hasbi as-
Shiddiqie, “Hukum Islam Indonesia”. 
Kompilasi hukum Islam lahir untuk memenuhi kenginan seperti itu. Karena 
itulah maka dalam ketiga buku yang ada dalam KHI dapat ditemukan hukum-hukum 
baru yang berbeda dengan kebanyakan wacana teks fiqih yang berkembang tetapi 
sealur dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Disini tampak jelas 
pengaruh sosial dan hukum adat yang termaktub dalam KHI.  
Untuk memperjelas, maka berikut ini beberapa contoh yang layak dikaji. 
Kawin dengan wanita hamil merupakan problematika kontroversial dikalangan para 
fuqaha. Malik ibn Anas dan Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, mengawinkan 
wanita hamil sebelum melahirkan yang masa iddahnya adalah tidak diperbolehkan. 
Ibnu Qudamah sependapat dengan Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria 
tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang 
lain, kecuali dua syarat, yaitu; pertama. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia 
hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin. Kedua, Wanita tersebut telah 
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menjalani hukuman dera. Sementara itu asy-Syafi’i menyatakan bahwa perkawinan 
seperti itu diperbolehkan (mubah) selama hamilnya itu adalah hamil diluar nikah 
yang dalam provisi hukum Islam tidak memiliki implikasi apa-apa terhadap nasab.  
Menghadapi persoalan itu, KHI ternyata memilih pendapat yang membolehkan untuk 
dijadikan pasal sebagaimana termaktub dalam pasal 53 KHI. Motivasi dipilihnya 
pendapat asy-Syafi’i dalam pasal ini muncul karena meningkatnya jumlah wanita 
hamil diluar nikah dan ditambah lagi dengan model penyelesain adat seperti di Bali 
dan Sumsel yang memaksa laki-laki yang menghamilinya mengawininya secara sah 
telah menjadi impulse tersendiri atas munculnya pasal 53 KHI. 
b. Latar Belakang Politik Pembukuan KHI 
Membahas latar belakang politik munculnya KHI,sebenarnya juga 
membahas tentang hubungan antara Islam dan Pemerintah. Abdul Aziz Thaba 
menjelaskan, sepanjang sejarah KHI melalui beberapa tahapan-tahapan 
perkembangan mulai dari hubungan antagonistic (1966-1981), hubungan resiprokal 
(1982-1985) dan hubungan akomodatif (1986-sekarang). Pada periode yang ketiga, 
hubungan akomodatif dan baik antara Islam dan Negara semakin tampak 
dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Penerimaan Pancasila sebagai asas 
tunggal oleh beberapa Organisasi Islam, dikeluarkannya UU Pendidikan Nasional 
yang menghapus larangan penggunaan jilbab bagi siswi muslim yang sebelumnya 
dilarang oleh PP No. 52/C/Kep/D.82 yang diterpakan sejak 17 Maret 1982 dan 
munculnya KHI pada tahun 1991 dipandang sebagai ekstensi dari hubungan 
akomodatif semacam ini, dimana peran Presiden dan Mahkamah Agung sangat besar. 
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Sebenarnya usulan KHI secara umum datang dari kaum kelas menengah yang 
berisikan intelektual, mahasiswa dan kaum professional. Kebijakan-kebijakan lainnya 
yang diambil Pemerintah dalam hubungan dengan umat Islam adalah pelarangan 
tabloid Monitor, pengiriman 1000 mubaligh ke daerah terpencil, pendirian ICMI, 
dibentuknya Bank Muamalat Indonesia, dan komitmen serta janji Presiden Soeharto 
untuk membiayai pembangunan dan renovasi bangunan keagamaan dengan 
menggunakan dana Yayasan Amal Bakti Muslimin Indonesia.  
Untuk kebijakan-kebijakan di atas, umat Islam meresponnya dengan 
dukungan terhadap pemerintah baik yang langsung ataupun tidak langsung. Ada tiga 
hal, sekurang-kurangnya yang dilakukan umat Islam dalam hal ini; Pertama adalah 
menunjukan dukungan tokoh-tokoh Islam pada Soeharto untuk dipilih kembali 
sebagai presiden periode 1993-1998; kedua, dukungan Muhammadiyah kepada 
Soeharto; ketiga, doa politik untuk mendoakan kesuksesan Soeharto untuk masa 
berikutnya. 
Akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an adalah waktu yang tepat untuk 
meluncurkan KHI karena dua alasan utama; pertama, untuk mendapatkan dukungan 
pemilu 1992, pemerintah perlu menyakinkan masyarakat Muslim bahwa pemerintah 
memiliki komitmen dan dukungan baik kepada kehidupan kehidupan Islam; kedua, 
masyarakat Muslim sadar betul bahwa Pengadilan Agama sangat membutuhkan 
pembuatan kodifikasi standar sebagai rujukan PA dan sebagai follow up aplikasi 
UUPA No. 7/1989 dan untuk memperkuat PA vis-a-vis pengadilan-pengadilan lain. 
Pengaruh politik lainya dari pembukuan KHI ini adalah tampak dengan jelas dalam 
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tujuan-tujuan dibukukannya KHI itu sendiri yang menurut M. Yahya Harahap (salah 
satu panitia pendiri KHI), memiliki empat tujuan operatif, yaitu: untuk memenuhi 
pilar-pilar Peradilan Agama; untuk menyeragamkan aplikasi hukum Islam; untuk 
menjaga ukhuwah Islamiyah; dan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa sektor non 
formal. 
B. Uraian Singkat Isi Dan Kandungan KHI 
Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang 
senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang 
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, 
meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan 
bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan 
dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur’an dan al-Sunnah, melalui 
pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman 
peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain. 
Kompilasi Hukum Islam terbentuk dengan cara menghimpun dan menseleksi 
berbagai pendapat fiqih mengenai persoalan kewarisan, perkawinan dan perwakafan 
dari kitab-kitab fiqih yang berjumlah 381.30 
Pembuatan KHI berawal dari SKB Ketua MA dan Menteri Agama RI 
tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 
                                                          
30 Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Madzab Negara, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 155. 
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Yurisprudensi No. 07/KMM/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1955 di 
Yogyakarta. Landasan yuridisnya adalah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1): ”Hakim 
sebagai memahami nilai-nilai hukum yang hidup penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan dalam masyarakat.” 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari tiga buku: Buku I tentang 
Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang 
Hukum Perwakafan. Semuanya terdiri dari 229 pasal. Kompilasi ini didasarkan pada 
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan 
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tanggal 
22 Juli 1991. 
Penyusunannya dimulai dengan membuat daftar masalah di bidang hukum 
Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Setelah tahap penyeleksian, 
didapatkan 102 masalah pokok. Pengumpulan data dilakukan melalui 4 jalur; yaitu 
jalur ulama, jalur kitab-kitab fiqh, jalur Yurisprudensi Peradilan Agama, dan jalur 
studi perbandingan di negera-negara lain. 
Pengumpulan data pertama dilakukan melalui wawancara dengan 193 alim 
ulama dari berbagai wilayah Indonesia. Wawancara yang mengambil tempat di 10 
lokasi Pengadilan Tinggi Agama ini (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, 
Bandun, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram) berkisar 
sekitar 102 masalah yang sudah diseleksi oleh Panitia. 
Pengumpulan data dari kitab-kitab fiqh dilakukan oleh 7 IAIN; yaitu dari 
kitab-kitab yang banyak atau sering dipakai di Indonesia. IAIN yang mendapat 
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bagian adalah IAIN Banda Aceh, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Ujung 
Pandang dan Banjarmasin. Penelitian Yurisprudensi Pengadilan Agama dilakukan 
terhadap 16 buku yang merupakan yurisprudensi dari tahun 1976 sampai tahun 1984. 
Sementara itu, studi perbandingan dilakukan di Maroko (2 hari), Turki (2 hari) dan 
Mesir (2 hari). Selain 4 jalur yang sudah disebutkan, informasi juga didapatkan dari 3 
kali sidang, NU di 3 pesantren di Jawa Timur dan dari seminar Kompilasi Hukum 
Islam yang diadakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dari sejarah perumusan 
dan pembuatan KHI perlu dilahirkan lagi ijma’ ulama yang berkaitan dengan hal-hal 
yang berkembang yang bisa menenteramkan ummat.  
C. Pasal-pasal KHI tentang Fasakh 
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pembatalan perkawinan diatur dalam 
Pasal 70 hingga Pasal 76.  
Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila: 
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 
karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah 
talak Raj’i 
b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li’annya 
c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, 
kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian 
bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis massa iddahnya. 
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d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, 
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 
menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;\ 
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya; 
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu danibu/bapak tiri; 
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan 
bibi/paman susuan; 
e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau 
isteri-isterinya. 
Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat 
dibatalkan apabila: 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria 
lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya); 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimanaditetapkan dalam 
pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974; 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak; 
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f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan 
perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah: 
a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 
b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka 
mengenai diri suami atau istri. 
c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari 
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup 
sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan 
permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 
 Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau 
istri; 
b. Suami atau istri; 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-
undang; 
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan 
syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan 
sebagaiman tersebut dalam pasal 67 
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Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam: 
1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. 
2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 
perkawinan. 
Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam: 
 Keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber’itikad baik, 
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap. 
Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam: 
 Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara 
anak dengan orang tuanya. 
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BAB IV 
FASAKH MENURUT IMAM ASY-SYAFI’I DAN KHI 
A. Pengertian dan Sebab Terjadinya Fasakh 
1. Menurut Imam as-Syafi’i 
Fasakh menurut Imam asy-Syafi’i yaitu pembatalan pernikahan yang 
muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak 
terpenuhinya syarat. Dalam qaul qadim Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa fasakh 
adalah khulu’ yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh 
(kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. 
Pendapat Imam asy-Syafi’i mengenai fasakh serta sebab terjadinya fasakh 
ini dikemukakan dengan jelas dan terperinci oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili di dalam 
buku Al-Fiqhu asy-Syafi’i al-Muyassar pada bab Hukum Keluarga Islami. Pada 
pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pilihan untuk membatalkan perkawinan 
muncul sebagai akibat adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan 
tidak terpenuinya syarat.  
1. Khiyar Aib 
Menurut syara’, seseorang boleh melakukan fasakh karena adanya aib, 
sebagaiman disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar r.a. dia berkata, “pria manapun 
yang menikahi wanita gila, terkena lepra, atau kusta, lalu menyetubuhinya maka 
wanita itu berhak menuntut ganti dari wali wanita tersebut. 
Malik dan ad-Darquthni meriwayatkan dari Umar r.a, dia berkata,”wanita 
manapun yang membohongi seorang pria, padahal dia gila, terkena lepra, atau kusta 
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maka dia berhak mendapat mahar sebab hubungan intim yang dilakukan si pria 
terhadapnya. Sementara maskawin tersebut bisa dimintakan dari orang yang 
menipunya.” 
Zaid bin Ka’ab bin ‘Ujrah r.a meriwatkan bahwa Rasulullah SAW menikahi 
wanita Ghifar. Manakala beliau akan bercampur dengannya, beliau melepas pakaian 
dan duduk diatas pembaringan, ternyata beliau melihat punggung wanita itu terkena 
kusta. Beliau pun beranjak dari pemberingan kemudian berkata,”pakailah 
pakaianmu.” Baliau tidak mengambil kembali sedikitpun apa yang telah diberikan 
kepada wanita tersebut, (HR. Ahmad dan Sa’id bi Mansur dalam Sunan-nya) 
Perkawinan dilangsungkan agar bisa langgeng, dengan tujuan merengku 
kenikmatan. Aib-aib berikut ini merupakan penghalang untuk tercapainya tujuan 
tersebut, yaitu penis yang terpotongn impotensi, lubang senggama tersumbat oleh 
daging (rataq) maupun tulang (qaran). Adapula aib yang dapat mengganggu jiwa dan 
mengurangi kesempurnaan hubungan intim, seperti gila, lepra, dan kusta. 
Hak memilih (khiyar) muncul akibat adanya aib-aib diatas. Sebab, jika kita 
tidak mempunyai hak untuk membatalkan dalam kondisi demikian, akan timbul 
bahaya yang berkelanjutan. Padahal menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. 
Aib ada 2 macam, yakni aib yang melekat pada wanita dan aib yang melekat 
pada pria. Untuk aib yang melekat pada wanita, seorang wanita boleh dikembalikan 
kepada kedua orang tuanya, bila dia mengidap salah satu dari lima aib berikut, yaitu 
gila, berpenyakit lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Laki-laki juga 
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dibatalkan nikahnya bila satu dari lima aib, yaitu gila, berpenyakit lepra, kista, 
penisnya terpotong, dan impoten. 
Tiga aib pertama berlaku bagi wanita maupun lali-laki, suami maupun istri, 
yaitu gila, lepra, dan kusta. Sedang dua aib terakhir khusus bagi wanita, yaitu vagina 
tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki, yaitu 
penis terpotong dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulam dapat 
menyebabkan hak khiyar. Jenis khiyar ini sendiri jumlahnya ada tujuh. 
Masih ada lagi aib yang diperselisihkan para ulama, yakni tidak mampu 
memberi maskawin atau nafkah. Jumhur memperbolehkan pembatalan pernikahan 
karena adanya alasan tersebut. Sementara madzhab hanafiya tidak membolehkannya. 
Mengenai kasus ini, Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa lepra dan kusta 
dapat menular kepada suami dan anak, tentunya dengan kuasa Allah SWT, bukan 
dengan sendirinya. 
Tidak ada hak khiyar bila suami mandul dan istri mufdhah (mengangkat 
jaringan pembatas antara lubang sluran urine dan lubang senggama). Jiak seorang 
wanita tidak bisa melakukan hubungan intim kecuali dengan cara tersebut, maka 
suami tidak boleh menyetubuhinya dengan paksa. 
Adapun jika seorang suami mendapati istrinya ternyata banci dan dia jelas-
jelas mengetahui hal itu sebelum aqad nikah yakni dengan melihat karakter yang 
lebih menonjol, laki-laki atau wanita, maka menurut pendapat yang azhar, tidak ada 
khiyar bagi laki-laki tersebut. Sebab, hal ini  tidak menghilangkan tujuan pernikahan. 
Adapun bila banci itu masih tidak jelas mana yang dominan, maka nikahnya batal. 
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Seluruh aib tersebut menyebabkan munculnya hak khiyar, kecuali jika 
impotensi suami terjadi setelah hubungan intim. Tetapi, jika ompotensi itu terjadi 
akibat sikap istri maka sisuami memiliki hak khiyar, baik impotensi itu terjadi 
sebelum ataupun sesudah hubungan intim. Demiki8an menurut qaul jadid. 
Hak untuk membatalkan pernikahan menjadi milk wali mempelai wanita, 
jika aib calon suami diketahui saat aqad nikah, yaitu gila, berpenyakit kusta, ataupu 
lepra. Demikian menurut pendapat yang ashah. Ketentuan ini tidak berlaku bila aib 
baru muncul belakangan, misalnya penis terpotong atau impotensi. 
Hak khiyar untuk membatalkan nikah mesti dilakukan dengan segera. 
Artinya, tuntutan dan pelaporan kasus tersebut kepada hakim harus dilakukian dengan 
segera. Oleh karena itu, jika seorang istri mendapati penis suaminya terpotong, khiyar 
ditetapkan baginya seketika itu juga, sebab kelemahan suami telah muncul. 
Pembatalan pernikahan yang dilakukan sebelum hubungan intim 
menyebabkan gugurnya maskawin dan mut’ah sebab fasakh, jika aib tersebut muncul 
pada suami. Sebab, dalam kasus ini pihak wanitalah pelaku fasakh tersebut, sehingga 
dia tidak berhak mendapatkan apapun. Adapun jika aib tersebut ada pada wanita 
maka penyebab fasakh secara maknawi ada pada dirinya, seolah-olah dia pelaku 
fasakh. 
Apabila fasakh terjadi setelah hubungan intim, menurut pendapat yang 
ashah, suami wajib memberikan mitsil. Ini tidak berlaku bila fasakh terjadi saat aqad 
atau selang antara aqad dan hubungan intim, jika si suami tidak mengetahui aib 
istrinya. Sebab, penyerahan maskawin yang telah ditentukan itu hanya atas dasar 
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dugaan keselamatan, padahal itu tidak terwujud. Jadi, seolah-olah aqad tersebut 
berlangsung sejak awal tanpa penentuan besarnya mahar. 
Menurut pendapat yang ashah, suami wajib mengeluarkan maskawin yang 
ditentukan besarnya, jika aib baru tampak setelah hubungan intim. Sebab, kewajiban 
membayar mas kawinini muncul begitu hubungan intim terjadi, sebelum faktor yang 
menyebabkan hak khiyar muncul. Jadi tidak ada perubahan kewajiban dalam hal ini. 
Seandainya pernikahan dibatalkan (fasakh) karena murtadnya suami atau 
istri setelah hubungan intim dan mereka tidak kembali masuk Islam di masa iddah 
maka yang wajib dikeluarkan adalah maskawin yang sudah dusebutkan besarnya. 
Sebab, hubungan intim tersebut menjadikan munculnya kewajiban membayar 
maskawin yang sudah ditentukan sebelum orang tersebut murtad. 
 Setelah hubungan intim terjadi, suami yang memfasakh karena menemukan 
aib pada istrinya tidak boleh menarik kembali maskawin yang telah diberikan kepada 
orang yang membohonginya. Demikian menurut qaul jadid. Sebab, dia telah 
menikmati farji yang telah dinikahinya. Dengan kata lain, suami itu telah 
berhubungan intim dengannya. 
Untuk bisa melakukan fasakh karena aib, syaratnya harus lebih dulu melapor 
kepada hakim, agar hakim bisa memutuskan akibat yang akan timbul akibat aib 
tersebut, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sebab, hakim adalah mujtahid dalam 
kasus ini. Keputusan fasakh ini serupa dengan keputusan kepailitan. 
Status aib impoten bisa ditetapkan dengan pengakuan suami di depan hakim, 
sebagaiman pengakuan suami di depan hakim, sebagaimana pengakuan atas hak-hak 
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lain. Atau dengan adanya saksi atas pengakuan tersebut. Namun, penetapan status 
impoten dengan saksi ini tidak bisa di gambarkan dengan jelas, sebab para saksi tidak 
mungkin melihat langsung impotensi penis itu saat digunakan. Demikian pula, status 
impoten ini bisa ditetapkan dengan  sumpah yang ditolak istri, setelah suami 
mengingkari keimpotetannya dan ia menolak saat diminta untuk bersumpah. 
Demikian menurut pendapat yang ashah. Dengan kata lain, ketika istri menggugat 
suaminya bahwa dia impoten, dan suaminya membantah maka yang dimenangkan 
adalah pembelaan suami yang disertai sumpah. Jika suami itu menolak untuk 
bersumpah, maka hak sumpah dikembalikan kepada istri. 
Ketika suami divonis impoten, hakim memberi tenggat waktu selama 
setahun, sebagaimana dipraktikkan Umar r.a. jika tenggat waktu yang ditentukan 
habis dan suami belum mampu melakukan hubungan seksual, istri dapat melaporkan 
kasus itu untuk yang kedua kali kepada hakim. Jika suami menyatakan,”Aku telah 
bersetubuh dengannya,” maka dia diminta bersumpah, setelah istrinya meminta, 
setelah istrinya meminta, bahwa dia memang benar-benar telah berhubungan intim. 
 Jika suami menolak disumpah maka si istri diperintahkan bersumpah bahwa 
suami belum menyetubuhinya. Bila si istri si sitri bersumpah atau suami mengakui 
hal tersebut, si istri berhak melakukan fasakh. Ini seperti kasus pembeli yang 
menemukan aib pada barang yang dibelinya. Wanita itu bisa melakukan fasakh 
setelah hakim menyatakan, “aku vonis suamimu impoten,” atau “Hak fasakhmu telah 
ditetapkan, maka berkhiyarlah.” Demikian menurut pendapat yang ashah. 
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Bila ditemukan faktor penghambat pada istri di tengah masa tenggat yang 
ditetapkan, misalnya suami menghindari sitrinya sebab haid atau sakit, atau istri 
mengurung diri selama masa tenggat, maka waktu yang terbuang ini tidak masuk 
hitungan. Sebab, tidak adanya hubungan intim selama itu disebabkan oleh pihak istri. 
Tenggat waktu dimulai lagi dari awal pada tahun berikutnya. 
Setelah masa tenggat selesai, seandainya si istri ridha untuk tetap tinggal 
bersama suami maka haknya untuk fasakh batal, sebagaiman kasus dalam aib-aib 
lain. Demikian pula, haknya haknya menjadi batal bila dia memberi waktu tambahan 
kepada suami, misalnya sebulan. Demikian menurut pendapat yang shahih. Sebab, 
hak fasakh ini bersifat sesegera mungkin, sedang memberi waktu tambahan itu 
menghilangkan unsur kesegeraan. 
2. Khiyar yang Disebabkan Tidak Terpenuhinya Kriteria sifat, Syarat, atau Dugaan 
a. Perbedaan Syarat 
Seandainya seorang pria menikahi wanita, dan dalam aqad dia mensyaratkan 
kriteria Islam, nasab bagus, atau sifat kesempurnaan, seperti perawan, perjaka, ijazah 
aqademis, atau lainnyaatau bahkan kriteria kebalikannya, atau kriteria lainnya 
misalnya tinggi sekian centimeter, berkulit putih ataupun coklat, tapi ternyata kriteria 
itu tidak terpenuhi makamenurut pendapat yang azhar, pernikahannya tetap sah. 
Sebab, syarat-syarat tidak terpenui tidak menjadikan rusaknya jual beli, meskipun 
syarat-syarat yang rusak membawa pengaruh yang besar, terlebih dalam aqad 
perkawinan. 
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Kemudian, apabila orang yang didapat ternyata lebih baik dari kriteria yang 
sudah ditentukan misalnya, seorang laki-laki mensyaratkan calon istrinya wanita ali 
kitab atau janda, ternyata dia mendapatkan wanita muslimah atau perawan. maka 
laki-laki itu tidak mempunyai hak khiyar dalam kasus ini, sebab dia mendapatkan 
pasangan yang lebih baik daripada kriteria yang ditetapkan. Namun, jika ternyata 
seorang wanita mendapatkan calon suami di bawah standar kriteria yang ditetapkan, 
calon istri mempunyai hak khiyar. Demikian pula sebaliknya, calon suami berhak 
khiyar bila istri yang didapatkan di bawah standar yang sudah disyaratkan. Demikian 
menurut pendapat yang ashah. 
b. Salah Dugaan 
Menurut pendapat yang azhar, jika seorang pria menduga bahwa calon 
istrinya seorang wanita muslimah, ternyata wanita Ahli Kitab dan dia halal 
menikahinya, maka tidak ada khiyar bagi laku-laki tersebut, kecuali dalam kasus 
tertentu. Alasannya, semata dugaan saja, tidak bisa memunculkan hak khiyar, sebab si 
suami telah berlaku gegabah dengan tidak melakukan pengamatan atau menetapkan 
syarat dengan kriteria tertentu. 
 Seandainya seorang wanita mengizinkan walinya menikahkan dirinya 
dengan seorang pria yang diduga sekufu, tetapi ternyata laki-laki itu orang fasik, atau 
dari keturunan orang rendah, atau pekerjaannya tidak sebanding maka wanita ini juga 
tidak memiliki hak khiyar. Tetapi jika suami mempunyai aib yang telah disebutkan 
dalam pembahasan khiyar aib, maka wanita tersebut memiliki hak khiyar. 
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Adapun konsekuensi fasakh Nikah dalam kasis khiyar yaitu apabila fasakh 
terjadi akibat syarat tidak terpenuhi, hukum maskawin dan pengembaliannya 
dibebankan kepada pihak yang menipu, sebagaimana telah dipaparkan dalam kiyar 
aib, mengingat kebohongan yang menyababkan fasakh akibat tidak terpenuhinya 
syarat merupakan kebohongan dalam aqad yang menentukan syarat. Seandainya 
seorang wali berkata, ”Saya kawinkan perawan ini atau wanita muslimah ini dengan 
kamu,” lalu ternyata syarat itu tidak ada, maka khiyar pun boleh dilakukan. Sebab, 
syarat hanya berpengaruh terhadap aqad bila ia disebutkan dalam aqad. Jika 
disebutkan dalam aqad, tetapi tidak diutarakan sebagai syarat, atau terlanjur terucap 
dalam aqad misalnya terucap begitu saja setelah aqad maka dalam kasus ini tidak ada 
khiyar.  
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang 
mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan yang 
telah berlangsung meskipun menyimpang dari undang-undang, tetap sah menurut 
hukum Islam. Menurut para fuqoha dapat dilegalisasi oleh pengajuan buti-bukti surat 
keterangan tentang telah terjadinya perkawinan untuk diaktakan oleh pegawai 
pencatat nikah. Jika perkawinan yang dmaksudkan diajukan pembatalannya oleh 
pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan 
tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan 
ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan 
dibenarkan oleh undang-undang. 
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Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak 
keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI 
ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah 
Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi 
Hukum Islam. 
Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 
Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan 
perkawinan yang dimaksud tercapai. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa rukun 
dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun 
adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari 
perbuatan tersebut. Dalam KHI rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu 
Pasal 14 yang berisi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon suami, 
(b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan qabul”. Rukun nikah 
yang terakhir, yaitu ijab dan qabul merupakan rukun yang paling pokok, karena 
merupakan simbol keridaan laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup 
berkeluarga. Selain ijab dan qabul, keberadaan wali nikah pun sangat berperan 
penting. Walau Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur 
masalah wali nikah secara eksplisit, hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan bahwa 
perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak 
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua 
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke 
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atas dari suami istri. Secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-Undang No.1 tahun 1974 
ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka 
perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini dapat 
dikembalikan kepada Pasal 26 Undang-Undang No.2 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah 
tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dpertegas lagi oleh Pasal 19 KHI yang 
menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus 
dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. 
Jika ditinjau dari perspektif KHI, di dalam pasal 70 KHI dinyatakan 
perkawinan batal (batal demi hukum) apabila : 
Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila: 
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 
karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah 
talak raj’i 
b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li’annya 
c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, 
kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian 
bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis massa iddahnya. 
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, 
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 
menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 
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2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya; 
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu danibu/bapak tiri; 
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan 
bibi/paman susuan; 
e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau 
isteri-isterinya. 
Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat 
dibatalkan apabila: 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria 
lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya); 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimanaditetapkan dalam 
pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974; 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak; 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan 
menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah: 
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1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 
2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka 
mengenai diri suami atau istri. 
3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari 
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup 
sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan 
permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 
Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau 
istri; 
b. Suami atau istri; 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang 
undang; 
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan 
syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan 
sebagaimana tersebut dalam pasal 67. 
Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam: 
1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. 
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2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 
perkawinan. 
Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam: 
Keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber’itikad baik, 
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap. 
Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam: 
 Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak 
dengan orang tuanya. 
Dengan demikian jelaslah pembatalan perkawinan tidak akan berpengaruh 
terhadap status anak yang telah mereka lahirkan.  
Apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi, perkawinan 
dapat dicegah dan dibatalkan, karena perkawinan yang berlangsung dapat 
menimbulkan kemudharatan bagi kedua mempelai. Misalnya perkawinan di bawah 
tangan atau nikah sirri yang akhirnya pihak mempelai wanita menjadi korban 
penipuan mempelai pria, dan anak yang dilahirkan sukar mendapatkan akta kelahiran 
yang sah, dan hal tersebut mempermudah terjadinya kawin cerai tanpa disertai 
74 
dengan keterangan dan bukti tertulis yang jelas. Status pihak mempelai wanita bukan 
janda dan juga bukan perawan. 
B. Akibat Hukum Fasakh 
Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan olehkan 
oleh talaq. Sebab talaq ada talaq ba’in dan talaq raj’i. Talaq raj’i tidak mengakhiri 
ikatan suami istri dengan seketika sedang talaq ba’in mengakhirinya seketika itu juga. 
Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya 
syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika 
itu. 
Selain itu, pisahnya suami istri yang diakibatkan talaq dapat mengurangi 
bilangan talaq itu sendiri. Jika suami menalaq istrinya dengan talaq raj’i, kemudian 
kembali pada masa iddahnya atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad 
baru, maka perbuatannya terhitung satu talaq, yang ia masih ada dua kali kesempatan 
dua talaq lagi. Sedangkan pisahnya suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti 
mengurangi bilangan talaq, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, 
kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami 
tetap mempunyai kesempatan tiga kali talaq. 
Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita 
cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan 
perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: 
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Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 
perkawinan. 
1. Terhadap anak 
Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat terhadap 
pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan 
tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
(2) Suami atau isteri yangbertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang 
lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang 
mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) 
sebagai berikut39 Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan 
dari perkawinan tersebut.31 
Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut. 
Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak 
berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah 
seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. 
                                                          
31 Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya 
Perkawinan, (Semarang:  Itikad Baik, 1978) h. 25-28. 
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Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari 
orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 
dibubarkan ini, disahkan. 
Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka 
anank-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam 
Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang 
dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya 
beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. 
Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, 
patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang 
tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena 
kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 
1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak 
sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. 
2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan 
Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang 
lebih dahulu. 
Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta 
setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan 
pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak 
dan kewajiban para pihak.  
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Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, 
terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. 
Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta 
tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. 
Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga 
golongan32; 
1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin 
baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat 
disebut harta bawaan. 
2. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam 
hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dar usaha mereka baik seorang-
seorang atau bersama-sama, tetap merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk 
masing-masing. 
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubunga perkawinan atas 
usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta 
pencarian. 
Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, 
harta itu akan berupa: 
1. Harta milik bersama. 
2. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga. 
                                                          
32 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta:  Penerbit UI, ) h. 83-84. 
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3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan. 
Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya 
masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas 
usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang 
mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam 
hubungan perkawinan. 
Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan 
suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat 
mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau 
isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, 
atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha 
sendiri-sendiri , sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah 
seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau 
warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing. 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada 
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena 
perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami dan isteri.33 Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai 
                                                          
33 Lihat pasal 85 Kompilasi Hukum Islam 
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penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 
penuh olehnya.34 
Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-
masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah , sedekah atau lainnya. 
Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang 
menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, 
bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak 
yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-
bunga harus ditanggung. 
Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak 
boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata 
dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala 
perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap 
tidak pernah ada. 
3. Terhadap Pihak Ketiga 
Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka 
memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan 
                                                          
34 Lihat pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 
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mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik 
pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi 
segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum 
pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri 
tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. 
Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka 
tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap 
menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara 
bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan 
hukum orangtuanya. 
Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat 
hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad. 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengant beritikad baik, 
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang 
tetap. 
Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan 
memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 
Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara 
eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal 
demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat 
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dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan 
tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang 
termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. 
C. Relevansi antara Fasakh menurut Imam asy-Syafi’i dengan Fasakh menurut 
KHI 
Sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan fasakh menurut Imam 
asy-Syafi’i pada bab sebelumnya bahwa fasakh secara umum adalah putusnya 
perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat atau dugaan tidak terpenuhinya syarat 
begitupun dengan KHI. Hanya saja Imam asy-Syafi’i menambahkan sebab lain yang 
dapat menyebabkan terjadinya fasakh dalam perkawinan yaitu dengan adanya aib.  
Aib ada 2 macam, yakni aib yang melekat pada wanita dan aib yang melekat 
pada pria. Untuk aib yang melekat pada wanita, seorang wanita boleh dikembalikan 
kepada kedua orang tuanya, bila dia mengidap salah satu dari lima aib berikut, yaitu 
gila, berpenyakit lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Laki-laki juga 
dibatalkan nikahnya bila satu dari lima aib, yaitu gila, berpenyakit lepra, kusta, 
penisnya terpotong, dan impoten. 
Tiga aib pertama berlaku bagi wanita maupun lali-laki, suami maupun istri, 
yaitu gila, lepra, dan kusta. Sedang dua aib terakhir khusus bagi wanita, yaitu vagina 
tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki, yaitu 
penis terpotong dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulama dapat 
menyebabkan hak khiyar. Jenis khiyar ini sendiri jumlahnya ada tujuh. 
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Masih ada lagi aib yang diperselisihkan para ulama, yakni tidak mampu 
memberi maskawin atau nafkah. Jumhur memperbolehkan pembatalan pernikahan 
karena adanya alasan tersebut. Sementara madzhab hanafiya tidak membolehkannya. 
Mengenai kasus ini, Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa lepra dan kusta 
dapat menular kepada suami dan anak, namun tentunya dengan kuasa Allah SWT, 
bukan dengan sendirinya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian 
kepustakaan atau kajian pustaka tentang fasakh nikah menurut Imam asy-Syafi’i 
relevansinya dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dapat ditarik kesimpulan 
yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I. 
Adapun jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang 
bagaimana pandangan Imam asy-Syafi’i tentang fasakh dalam perkawinan, sesuai 
dengan hasil penelitian Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa fasakh adalah batalnya 
suatu pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya 
syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat sesuai yang termaktub dalam kitab Al-
Fiqhu asy-Syafi’i Al-Muyassar karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam qaul qadim 
Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa fasakh adalah khulu’ yaitu perpisahan antara 
suami dan istri dengan adanya iwadh (kompensasi), umumnya bertujuan untuk 
menghilangkan kerugian di pihak wanita. 
Hasil penelitian penulis selanjutnya adalah mengenai fasakh dalam konsep 
KHI. Di dalam KHI sebenarnya tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, 
melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian 
secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-
penjelasan pada BAB XI pasal 70 KHI, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab 
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batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui 
menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia. 
Sedangkan jawaban atas rumusan masalah yang ke 3 yang terdapat pada Bab 
I mengenai relevansi atau keterkaitan antara fasakh menurut Imam asy-Syafi’i 
tersebut dengan fasakh nikah dalam konsep KHI, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
fasakh dari berbagai penjelasan diatas dapat diartikan batal atau putusnya suatu ikatan 
pernikahan antara suami dan istri. Batalnya pernikahan tersebut dapat disebabkan 
oleh salah satu dari keduanya, dari suami maupun istri dikarenakan adanya aib, tidak 
terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan yang dikhawatirkan menimbulkan 
mudharat dikemudian hari. 
B. Saran-saran 
Setelah penulis mempelajari dan menyimpulkan tentang fasakh nikah 
menurut Imam asy-Syafi’i relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
Secara keseluruhan baik untuk peneliti berikutnya atau siapa saja yang berminat 
membahas masalah fasakh atau pembatalan perkawinan agar terus melakukan 
penelitian dan pendalaman perUndang-undangan agar dilakukan dengan seksama, 
guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam perkawinan sebagaimana yang telah 
dibahas pada bab-bab sebelumnya. 
Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya 
diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan aqad 
nikah ataupun akan melakukan pengajuan perkara pada pengadilan. 
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1. Ketika akan melakukan perkawinan sebaiknya menanyakan orang yang akan 
menjadi wali dalam perkawinannya sah atau tidak. 
2. Memilih pasangan karena agamanya, nasabnya, dan budi pekertinya.   
Rasulullah saw. menggariskan ketentuan bagi pria tentang wanita yang shalih 
untuk dijadikan istri, shalih dalam hal ini yaitu cantik, patuh, baik lagi amanat. 
Bagi wanita hendaknya memilih pria yang berakhlak, mulia dan baik 
keturunannya. Semua itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
dikemudian hari. 
3. Seharusnya ketika akan mengajukan permasalah pada Pengadilan sebaiknya 
terlebih dahulu harus menyiapkan bukti-bukti yang lengkap dan kuat karena 
dengan tidak adanya bukti yang kuat atau tuduhan tersebut tidak dapat 
dibuktikan maka majlis hakim menolak perkara yang diajukan tersebut karena 
gugatannya tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. 
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